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ABSTRAK 

FAKTOR-FAKTOR PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH 

(Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, 

Kabupaten Tulang Bawang Barat) 

Oleh 

PIPIT KRISTIAWATI 

Pernikahan merupakan bersatunya atau berkumpulnya seorang laki-laki 

dan perempuan dengan ikatan perkawinan yang sah menurut Hukum Islam dan 

Hukum Positif untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawadah 

warahmah. Namun suatu perkawinan yang seharusnya merupakan tempat 

kebahagiaan dan kedamaian pasangan hidup pada kenyataannya tidak dapat 

menjamin kelanggengan rumah tangga. Karena dalam keadaan tertentu terdapat 

faktor-faktor yang menghendaki putusnya perkawinan. Dengan adanya perceraian 

maka diatur dalam islam adanya masa iddah atau masa tunggui bagi perempuan 

(istri) karena hanya perempuan yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan. 

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian di mana peneliti 

menjelaskan kenyataan yang didapatkan dari kasus-kasus di lapangan sekaligus 

berusaha mengungkapakan hal-hal yang tidak nampak dari luar untuk mengetahui 

apa yang sebenarnya terjadi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif dengan cara menghasilkan data deskriptif berupa hasil 

wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang mencari informasi 

langsung kepada objek penelitian berupa penelitian lapangan. Teknik 

pengumpulan data, wawancara. Wawancara dapat dilakukan pada pelaku dan 

penghulu (muddin) di Desa Mulya Jaya. Adapun tujuan yang hendak dicapai 

setelah penelitian ini selesai adalah mengetahui faktor-faktor perkawinan dalam 

masa iddah di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. 

Hasil dari penelitian ini adalah 2 kasus perempuan yang diangkat karena 

adanya hamil dan perzinahan baru dinikahkan dalam masa iddah dengan 

perkawinan siri. Hal ini dikarenakan adanya faktor internal yaitu faktor krisis 

ahlak dan keagamaan, faktor dorongan individu dalam diri sendiri, faktor kondisi 

pendidikan yang rendah dalam 2 pelaku yaitu Sekolah menengah Pertama (SMP), 

faktor perzinahan dengan hawa nafsu. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor 

lingkungan sosial merupakan faktor masyarakat yang tidak nyaman dengan 

perilaku pezinahan 2 pelaku, Faktor lemahnya tingkat kontrol tokoh agama 

terhadap sikap religius dalam masyarakat masalah perkawinan, perceraian dan 

masa iddah.  

 Kesimpulan yang diambil untuk faktor yang dominan di Desa Mulya Jaya 

Kecamatan Gunung Agung  Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu faktor 

perzinahan dan faktor krisis akhlak. Faktor perzinahan dengan hawa nafsu yang 

dapat disebabkan karena krisis ahklak dan keagamaan yang merangkumi tingkah 

laku dan perbuatan tidak bermoral. Sehingga pernikahan dalam masa iddah dapat 

dibatalkan menurut Kompilasi Hukum Islam dengan pasal 71 ayat c bahwa 

apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah. Dapat 

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum 

Islam dengan pasal 73. 



vii 

Kemudian ada sisa kewajiban iddah yang belum selesai untuk dilanjutkan 

oleh perempuan dalam masa iddah dengan memperhatikan kewajiban adabnya 

ketika iddah kembali berlangsung. Selanjutnya jika masa iddahnya sudah 

berakhir, maka barulah permpuan melangsungkan perkawinan dengan akad yang 

baru sesuai dengan tuntunan Agama dan hukum perkawinan di Indonesia.   
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MOTTO 

 

بوُاْ   وَ وَ  ب يلٗٗ  ۥ   نَّ ُ   ٱلزِّ  وَ ىٰٓۖ   توَقۡروَ سوَا ءوَ سوَ شوَةٗ  وَ ح    ٣٢كوَانوَ فوَىٰٓۖ

32. Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dalam 

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.  Pernikahan 

adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak 

dan kewajiban yang sakral dan religius. Pernikahan dapat menjaga diri 

kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran – pelanggaran yang 

diharamkan dalam agama. Karena pernikahan memperbolehkan masing-

masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah
1
. 

Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, 

tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak 

menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda 

dalam kebebasan.  

Pernikahan menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, 

melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak 

untuk mendidik mereka
2
. Demi untuk menjaga kehormatan dan martabat 

manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat 

tersebut sehingga antara laki laki dan perempuan diatur secara terhormat dan 

                                                           
1
 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian,  (Bandung : CV 

Pustaka Setia, 2013), h. 23   
2
 Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Al-Usrat Wa Ahkamuha 

Fi Al-Tasri’ Al-Islami, Abdul Majid Khon (Penerjemah), Fiqh Munakahat, (Jakarta : 

Amzah,2009), h. 41 
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berdasarkan saling rida merida dan dengan di hadiri para saksi yang 

menyaksikan kalau pasangan itu telah saling terikat.  

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa, “Perkawinan ialah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.
3
  

Tujuan perkawinan yang dikehendaki Al-Qur’an adalah ketenangan 

hidup, adanya perlindungan. Untuk menciptakan hidup yang tenang dengan 

cara saling mencintai dan mengasihi secara intens. Perkawinan juga bertujuan 

untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita.
4
 

Islam mengatur keluarga dengan segala perlindungan dan pertanggungan 

syariatnya. Islam mengatur hubungan antara suami istri dengan syariat 

terbatas dan menegakkan peraturan rumah tangga atas kepemimpinan salah 

satunya yakni suami. Karena ialah yang mampu memimpin, mampu melerai 

terjadinya huru-hara, hiruk pikuk, pertikaian dan seterusnya.  

Peraturan dan tata tertib rumah tangga inilah yang dapat memelihara 

dari segala keguncangan didasarkan pada bimbingan kasih sayang dan takwa 

kepada Allah. Akan tetapi, realita kehidupan manusia membuktikan banyak 

hal yang menjadikan rumah tangga hancur sekalipun banyak pengarahan dan 

bimbingan, yakni kepada kondisi yang harus dihadapi secara praktis. Suatu 

                                                           
3
  Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1, (Jakarta : 

Sinar Grafika), h. 1 
4
  Tihami Dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta : 

Rajawali Pers, 2014), h.16  



3 

 

 

kenyataan yang harus diakui dan tidak dapat diingkari ketika terjadi 

kehancuran rumah tangga dan mempertahankannya pun suatu perbuatan yang 

sia sia dan tidak berdasar. Islam tidak segera mendamaikan hubungan rumah 

tangga dengan cara dipisahkan pada awal bencana (pertikaian). Islam 

mengarahkan mereka agar tetap bertahan dan sabar sampai dalam keadaan 

yang tidak ia sukai dan Allah membukakan bagi mereka jendela yang tidak 

jelas tersebut. 

Permasalahan cinta dan tidak cinta sudah dipindahkan kepada 

pembangkangan dan lari menjauh, langkah awal yang ditunjukan Islam bukan 

talak. Akan tetapi, harus ada langkah usaha yang dilakukan pihak lain dan 

pertolongan yang dilakukan oleh orang baik-baik. Jika jalan penengah ini 

tidak ada hasil, permasalahn menjadi sangat kritis, kehidupan rumah tangga 

sudah tidak normal, tidak ada ketenangan dan ketentraman, dan 

mempertahankan rumah tangga seperti sia-sia.
5
  Putusnya perkawinan berarti 

berakhirnya hubungan suami istri. Putus perkawinan atas kematian, perceraian 

atau atas keputusan pengadilan.   

Sejak terjadainya perceraian maka dalam Islam mulai diatur adanya 

iddah atau masa tunggu bagi perempuan (istri) karena hanya perempuan yang 

memiliki rahim dan mengalami kehamilan, sedangkan laki-laki tidak berlaku 

masa iddah. iddah merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk 

                                                           
5
 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan  Perceraian, h. 49 
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menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau 

berpisah dengannya.
6
  

 Berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 1 dan 2, 

waktu tunggu dapat ditentukan : 

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu 

tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya 

putus bukan karena kematian suami.  

2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan waktu sebagai 

beikut : 

a. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qobla al 

dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari  

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu 

bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang 

kurangnya 90 hari,dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 

hari, 

c. Apabila perkawinan putus katena perceraian sedang janda 

tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan 

sampai melahirkan,  

d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda 

tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan 

sampai melahirkan
7
.  

Dari penjelasan di atas bahwa istri yang ditingggal mati oleh 

suaminya, maka iddah nya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari 

terhitung saat kematian bekas suaminya. Istri yang yang diceraikan oleh 

suaminya wajib beriddah dalam keadaan hamil atau tidak hamil. Karena syarat 

untuk iddah adalah iman, maka dengan hal ini menunjukan bahwa iddah itu 

merupakan suatu ibadah.   

larangan dalam peminangan bahwa hubungan antara wanita dan 

suaminya telah selesai yang disebabkan perceraian sehingga tidak ada jalan 

untuk menyatukan kembali antara mereka berdua. Oleh karena itu masa iddah 

perempuan tidak dihitung berdasarkan menstruasi atau kesucian, tetapi 

                                                           
6
  Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, Cet.1, (Jakarta : februari 2010), h. 348 

7
  Abdurra hman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : CV Akademik Pressindo, 2010), 

h.150 
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tenggang waktu tidak tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap
8
. Dalam hal ini tidak ada kesempatan 

berbohong dalam menghitung selesainya iddah. Sebab kesucian seorang 

perempuan selama masa iddah tanpa menikah dapat di ketahui dari kebebasan 

dan kekosongan rahimnya dari adanya rahimnya.  

Iddah kematian melarang untuk tidak bercelak mata, berhias diri, 

keluar rumah kecuali dalam keadaam terpaksa.
9
 Mengingat bahwa keluar 

rumah itu gugur dari wanita hamba sahaya yang sedang beriddah karena 

kesederhanaannya dan kebutuhan pemakaian tenaganya maka gugurlah 

larangan berhias dari padanya. Dengan demikian pengertian iddah adalah 

untuk mencegah pandangan kaum laki-laki selama masa iddahnya, dan untuk 

mencegah dari memandang atau pandangan kaum lelaki. Istri yang sedang 

menjalani masa iddah berkewajiban untuk menetap dirumah dimana ia dahulu 

tinggal bersama sang suami sampai selesai masa iddah nya dan tidak di 

perbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut
10

.  

Dapat dipahami yang dimaksud dengan iddah itu sendiri adalah jangka 

waktu atau masa menunggu bagi istri yang telah diceraikan karena dinamika 

rumah tangga agar untuk tidak menikah lagi. Apabila telah habis massa 

iddahnya maka semua yang terlarang pada masa iddah, diperbolehkan dan 

para wali tidak boleh menghalanginya.  

                                                           
8
 H. Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 

h. 250 
9
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2012),h. 302 

10
 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita Edisi Leengkap, (Jakarta : Pustaka 

Al-Kausar, cet-1, 1998), h. 479 
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Pada prasurvei yang peneliti lakukan di Desa Mulya Jaya Kec Gunung 

Agung, Kab Tulang Bawang Barat yang masyarakat sekitar tidak mengetahui 

bagaimana cara menghitung masa iddah. Beberapa peristiwa yang melakukan 

pernikahan dalam masa iddah.  Saat perempuan (istri) menjalani masa iddah 

terhitung 26 hari dalam masa iddahnya melakukan perkawinan dengan laki-

laki lain. seorang istri yang tidak mengetahui apa yang menjadi larangan 

dalam masa iddah.
11

 Yang kedua seorang perempuan yang menjalankan masa 

iddah memaksa untuk melakukan perkawinan  sejak terhitung satu bulan lebih 

dalam masa iddah nya.
12

 Ada keterlibatan tokoh agama dalam masyarakat 

terkait perkawinan dalam masa iddah, tidak dapat memberikan masukan 

kepada masyarakat karena telah menikahkan perempuan dalam masa iddah.  

Oleh karena itu, beberapa masyarakat sekitar melakukan perkawinan dalam 

masa iddah.  

Kenyataan yang ada adalah ke tidak pedulian masyarakat dalam 

menyikapi batasan yang ditentukan oleh agama, sehingga terdorong untuk 

membahas tentang faktor-faktor pekawinan dalam masa iddah, karena untuk 

menjaga peraturan agama dan untuk mengetahui keadaan rahim, demi 

menentukan nasab anak dengan orang tuanya juga memberi alokasi waktu 

untuk merenungkan tindakan perceraiannya.  

Dari beberapa latar belakang tersebut yang menjadikan permasalahan 

mengapa masayarakat di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung, Kab Tulang 

Bawang Barat melakukan perkawinan dalam masa iddah yang peraturannya 

                                                           
11

 Wawancara dengan bapak Widiyanto, senin 10 juli 2017 
12

 Wawancara dengan bapak  Ashari, senin 10 juli 2017 
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sudah ditentukan oleh agama. Sehingga memunculkan  permasalahan tentang 

“Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah di Desa Mulya Jaya Kec 

Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat ” .  

B. Pertanyaan penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dalam masa 

iddah di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat?  

 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-

faktor perkawinan dalam masa iddah yang terjadi Desa Mulya Jaya Kec 

Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat.  

2. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk : 

a. Secara teoritis penelitian ini adalah untuk mendorong tentang faktor-

faktor terjadinya perkawinan dalam masa iddah. 

b. Secara praktis manfaat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan masukkan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca, dan 

masyarakat pada umumnya untuk lebih mengetahui dan memahami  

tentang larangan perkawinan dalam masa iddah. 
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D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan adalah uraian sitematis mengenai hasil dari 

penelitian-penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji. Penelitian 

mengemukakan dan  menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan 

dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Peneliti  melihat beberapa 

penelitian yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian 

ini. Oleh karena itu dalam kajian pustaka ini dipaparkan tentang penelitian 

yang sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Praswari  yang meneliti tentang 

“Penentuan Awal Iddah Bagi Istri Yang Ditalak Diluar Sidang Pengadilan 

Agama DiIndonesia”. Dalam skripsi ini lebih ditekankan mengenai Kompilasi 

Hukum Islam tidak dapat diketahui awal iddahnya karena talaknya tidak 

pernah jatuh terhadap istri. namun jika dalam fiqh Islam talaknya tetap sah, 

maka awal iddah dimulai setelah seorang suami menjatuhkan kata talak, 

diamanapun, kapanpun dan dalam kodisi apapun maka pada waktu itu pula 

telah jatuh masa iddah kepada sang istri.
13

 

Penelitian yang dilakukan oleh Syukron Nur Aziz yang meneliti 

tentang “Penentuan Awal Iddah Bagi Istri Yang Ditalak Diluar Sidang 

Pengadilan Agama Menurut Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. 

Dalam Skripsi ini lebih ditekankan mengenai penentuan awal Iddah dihitung 

sejak penetapan perceraian yang mempunyaikekuatan hukum tetap. Penetapan 

kekuatan hukum tetap apabila tidak ada upaya hukum dari tergugat selama 

                                                           
13

 Skripsi Ratih Praswari: Penentuan Awal Iddah Bagi Istri Yang DiTalak DiLuar Sidang 

Pengadilan Agama DiIndonesia, Jurusan Syariah tahun 2010 M  1431 H.  
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batas waktu pengajuan upaya hukum. Pelaksanaan penentuan awal masa Iddah 

dilakukan oleh pengadilan Agama berdasarkan tanggal atas / induk kalimat 

yang terdapat pada isi dari aktacerai.
14

 

Dari beberapa penelitan relavan di atas penelitian ini membedakan 

perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan, sehingga penentuan masa 

iddah nya seorang istri yang ditetapkan oleh hukum syara’,  sehingga pada 

keyataannya dilapangan ada sebagian yang melakukan akad nikah baru 

dengan laki-laki lain dalam masa iddah tersebut, dengan tujuan untuk 

membersihkan akibat hubungan antara mantan suaminya.  Ketentuan tenggang 

waktu hitungan waktu tunggu tersebut adalah sebagai idealitas hukum. Dalam 

kenyataan nya seorang suami dengan sangat gampangnya mengucapkan talak 

atau menceraikan istrinya sehingga tidak dapat menahan diri dalam 

menceraikan istrinya di depan sidang pengadilan, dan mengucap talak pada 

waktu itu juga, maka sejak itulah terjadi perceraian dan melaksanakan masa 

iddah.  

 

                                                           
14

  Skripsi Syukron Nur Aziz : Penentuan Awal Iddah Bagi Istri Yang DiTalak DiLuar 

Sidang Pengadilan Agama MenurutFiqih Dan Kompilasi Hukum Islam, Jurusan Syariah 

tahun2015 M 1436 H   



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Masa Iddah (Waktu Tunggu) 

1. Pengertian Iddah   

 Iddah adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami 

lain. Iddah diantara kekhususan kaum wanita walaupun disana ada kondisi 

tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah 

kecuali habis masa iddah wanita yang dicerai
15

. Iddah ialah masa menanti 

yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup 

atau cerai mati), dengan tujuan mengetahui apakah kandunganberisi atau 

tidak
16

.  

 Iddah terhitung sejak adanya sebab-sebabnya, yaitu wafat dan 

talak. Iddah telah dikenal pada massa jahiliah. Mereka tidak menginginkan 

dan meninggalkan iddah. Ketika Islam datang ditetapkanlah iddah karena 

didalamnya mengandung kemaslahatan. Massa iddah tersebut adalah 4 

bulan 10 hari, dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, 

berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa
17

.  

 Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disusun 

hakikat dari iddah sebagai berikut : masa yang harus ditunggu oleh 

                                                           
15

 Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Al-Usrat Wa Ahkamuha 

Fi Al-Tasri’ Al-Islami, Abdul Majid Khon (Penerjemah), Fiqh Munakahat, (Jakarta : 

Amzah,2009), h. 318 
16

 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga 

Muslim,(Bandung: CV Pustaka Setia), h. 251 
17

 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2012),  Cet.1, Hal 302 



11 

 

 

seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin 

lagi dan untuk melaksanakan perintah Allah.  

2. Dasar Hukum Masa Iddah  

 Perempuan yang menjalani iddah tersebut adalah perempuan yang 

bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang 

bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang 

hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa iddah itu. 

Kewajiban menjalani massa iddah dapat dilihat dari beberapa ayat Al-

qur’an , diantaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:  

                       

                        

                          

                

 

Artinya :228. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru´. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa 

yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada 

Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam 

masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan 

para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 

menurut cara yang ma´ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu 

tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana.
18

(QS. Al-Baqarah: 228) 

 

 Berdasarkan firman Allah di atas dapat di artikan menjadi 3 

yaitu :  

                                                           
18

 QS. Al-Baqarah : 228  
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a. Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga 

kali quru’.  

b.  Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah 

dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.  

c. Dan suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika 

mereka (para suami) menghendaki ishlah.  

 Dengan mencermati surah Al-Baqarah ayat 228 tersebut Quru’ 

dapat diartikan suci atau haidh. Bagi perempuan yang di atalak dan 

mereka pernah atau masih mengalami haidh, belum monopouse atau 

bukan perempuan yang belum pernah haidh karena dibawah umur, maka 

bagi mereka harus melaksanakan masa iddah (masa menunggu) selama 

tiga kali sejak lapal talak dijatuhkan. Dan perempuan-perempuan yang 

berada dalam masa iddah memiliki kewajiban untuk menahan keinginan 

untuk menikah kembali serta menahan nafsu dan syahwatnya sampai 

berakhir massa iddah tersebut
19

.   

Ini merupakan perintah Allah bagi para wanita yang diceraikan, 

yang sudah dicampuri oleh suami mereka dan masih haid. Mereka 

diperintahkan untuk menunggu selama tiga kali quru’. Artinya, mereka 

harus berdiam diri selama tiga quru’ (masa suci atau haid) setelah 

diceraikan oleh suaminya, setelah itu jika menghendaki mereka boleh 

menikah dengan laki-laki lain. 

 

                                                           
19

 Tobibatussaadah, Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1, Yogyakata : IDEA Press Yogyakarta, 

November 2013,h. 130  
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3. Tujuan dan Hikmah Hukum Masa Iddah  

 Tujuan dan hikmah diwajibkannya iddah itu dalam salah satu 

definisi yaitu :  

 Pertama, untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan dalam 

masa iddah tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya
20

.  

 Kedua, untuk taaubud, artinya semata untuk memenuhi 

kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. 

Terjadinya perpisaan antara suami istri dalam kehidupan, baik dengan 

sebab talak atau yang lain hanya seperti fasakh. Contoh dalam hal ini, 

perempuan yang kematian suami dan belum digauli oleh suaminya, masih 

tetap wajib menjalani masa iddah meninggalkan bibit dalam rahim 

istrinya itu
21

.  

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan iddah itu 

adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berfikir kembali 

dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya 

itu
22

. Bagi suami yang ingin merujuk istrinya dengan adanya iddah dapat 

menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.  

 Iddah tidak lepas sebagai maslahat yang dicapai, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Mengetahui kebebasan rahim dari percampuran nashab. 

                                                           
20

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat 

Dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana, 2009),  h. 305  
21

  Ibid,.h. 305 
22

 Ibid,. h. 306  
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b. Memberikan kesempatan suami agar dapat intropeksi diri dan kembali 

kepada istri yang tercerai. 

c. Berkabungnya wanita yang ditinggal meninggal suami untuk 

mengetahui dan menghormati pasangan keluarganya. 

d. Menggunakan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali dengan 

terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan 

penantian yang lama
23

.  

4. Bentuk-bentuk Iddah  

Istri yang akan menjalani iddah ditinjau dari segi keadaan waktu 

berlangsungnya perceraian adalah sebagai berikut :  

a. Iddah Perempuan Yang Ditinggal Mati Suaminya  

 Perempuan yang ditinggal mati suaminya maka Iddah-nya 

selama 4 bulan 10 hari selama iya tidak hamil
24

. Menurut Kompilasi 

Hukum Islam pasal 170 : 

1. Istri yang di tinggal mati suaminya, wajib melaksanakan masa 

berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan 

sekaligus menjaga timbulnya fitnah. 

2. Suami yang mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung 

menurut kepanutan
25

.  

Jika isrti diceraikan dengan talaq raj’i lalu suami meningggal 

dunia, Iddah-nya terhitung setelah wafat karena suaminya meninggal 

                                                           
23

  Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Al-Usrat Wa Ahkamuha 

Fi Al-Tasri’ Al-Islami, Abdul Majid Khon (Penerjemah), Fiqh Munakahat, h. 320 
24

 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan, h. 252 
25

 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Cv Akademik Pressindo,2010)h.155 
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pada saat ia sebagai istrinya
26

. Fuqaha’ sepakat  tidak boleh meminang 

dengan jelas kepada wanita yang masih dalam masa iddah karena 

kematian suami
27

. Hikmah adanya larangan tersebut pada umumnya 

dikarenakan dapat mendatangkan berbagai bencana, antara lain :  

a) Adanya permusuhan antara peminangan keluarga suami yang 

meninggal,  

b) Keluarga almarhum menjadi benci dan memusuhi wanita terpinang 

jika ia menerima pinangan seseorang setelah wafat suaminya dan 

belum habis masa iddah-nya, 

c) Suami yang telah almarhum mempunyai kehormatan dan banyak 

teman, wajib dijaga dan tidak segera dapat diingkari dari sisi 

istrinya, 

d) Peminangan secara jelas tidak relavan dengan kondisi yang 

seharusnya karena istri sedang meninggalkan hiasan yang 

menyolok, belasungkawka dan berduka cita atas kematian suami.   

 Dengan demikian massa iddah wanita karena kematian 

tidak dihitung berdasarkan mestruasi atau kesucian, tetapi didasarkan 

4 bulan 10 hari. Dan iddah tidak ada kesempatan berbohong dalam 

menghitung iddahnya. 

 

 

 

                                                           
26

 Ali Yusur As-Subki,Fiqh Keluarga, h. 356 
27

 Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Al-Usrat Wa Ahkamuha 

Fi Al-Tasri’ Al-Islami, Abdul Majid Khon (Penerjemah), Fiqh Munakahat, h. 25 
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b. Iddah Perempuan Yang Belum Dicampur Dengan Suaminya  

 perempuan yang belum digauli oleh suaminya, maka tidak ada 

iddah yang harus dijalaninya. Hal ini berdasarkan fiman Allah :  

                        

                    

       

Artinya : 49. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu 

ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali 

tidak wajib atas mereka ´iddah bagimu yang kamu minta 

menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut´ah dan lepaskanlah 

mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya
28

. (QS. Al-Ahzab : 49) 

 Ayat ini mengandung hukum perempuan yang dicerai oleh 

suaminya sebelum ia dicampuri, maka perempuan yang demikian itu 

tidak diharuskan menjalani masa iddah. Ia dapat sewaktu itu pula, 

jika ia kehendaki, jika ia menikah lagi dengan siapa saja menurut 

kemauannya. Namun ia mendapat mut’ah dari suami yang 

menceraikannya
29

.  

 Demikian pula menunjukan bahwa sepatutnya orang yang 

menceraikan istrinya sebelum dukhul berpisah dengan cara yang 

baik dan terpuji, karena jika tidak demikian akan ada keburukan 

yang timbul yaitu saling cela-menyela.  

 

 

                                                           
28

 QS. Al-Ahzab : 49 
29

 Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ilmu Katsier, (Surabaya : 

PT Bina Ilmu, 2006), h. 325  
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c. Iddah Perempuan Hamil 

Iddah dalam perempuam hamil tang selesai masa 

kandungannya, baik akibat dari perceraian atau suaminya 

meninggal
30

. Bila perempuan yang hamil itu adalah kematian suami, 

menjadi perbincangan dikalangan ulama, baik ditinggal mati oleh 

suaminya atau di- thalaq sedang hamil, kemudian suaminya 

meninggal, karena disatu sisi dia adalah sedang hamil dan karena itu 

dia mengikuti petunjuk ayat 4 surat At-Thalaq. Namun di sisi lain dia 

adalah perempuan yang kematian suami yan semestinya diatur oleh 

surat Al-Baqarah ayat 234, kedua dalil ini tidak dalam bentuk 

hubugan umum dan khusus mutlak. Ulama berbeda pendapat dalam 

mendudukkan hukumnya.
31

 

Jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan tersebu 

menjalani masa iddah sampai melahirkan anak, sesuai dengan bunyi 

ayat Al-Qur’an yan secara khusus mengaturnya. Meskipun dia juga 

kematian suami, namun tidak tunduk kepada ayat yang mengatur 

perempuan yang kematian suami. Memang kedua ayat tersebut dapat 

diperlakukan kepada perempuan dengan dua keadaan tersebut, namun 

kedua ayat itu tidak sejalan, maka dicari ketrangan lain dari hadist 

Nabi
32

. Surat At-thalaq ayat 4 :  

                                                           
30

 Ali Yusur As-Subki,Fiqh Keluarga, h. 354 
31

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat 

Dan Undang-Undang Perkawinan, h. 311 
32

 Ibid,. h. 311  
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                        

                        

            

Artinya : 4. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi 

(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-

ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga 

bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan 

perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah 

sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang 

bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya 

kemudahan dalam urusannya
33

 

 

Perempuan yang hamil dan tidak dalam bentuk kematian suami, 

maka iddahnya adalah melahirkan anak. Yang dimaksud dengan 

melahirkan anak disini adalah selesai anak lahir secara 

keseluruhannya. Bila yang lahir adalah anak kembar satu atau lebih, 

maka penghitungannya habis iddah-nya ialah bila lahir anak yang 

terakhir secara penuh. Anak yang lahir adalah anak yang telah 

mencapai minimal masa hamil, yang dimaksut masa hamil yaitu  

Minimal masa hamil selama enam bulan.  

d. Iddah perempuan yang tidak haid (Monopause) 

 Bagi perempuan yang tidak haid maka Iddah-nya selama tiga 

bulan. Hal ini dibenarkan untuk perempuan kecil yang belum baligh 

dan perempuan tua yang tidak haidh, baik haidh masih berlangsung 

ataupun terputus haidnya setelahnya
34

. Dasar perhitungan tiga bulan 
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itu adalah firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 4 yang telah 

disebutkan diatas.  

 Perempuan yang diperhitungkan telah melewati haid dan kapan 

dinyatakan sudah tidak berhaid lagi supaya diperhitungkan iddah-nya 

dengan tiga bulan. Paling muda seorang perempuan berhaid setelah 

berumur tsembilan tahun. Dasarnya adalah kenyataan yang biasa 

terjadi dan tidak pernah terjadi menurut biasanya perempun haid 

sebelum umur tersebut.  

e. Iddah Perempuan Haid  

 Bagi perempuan yang haid memiliki iddah selama tiga kali 

quru’
35

. Hitungan yang pada seorang merdeka berdasrkan kesimpulan, 

yaitu tiga puluh dua hari dan satu jam. Hal tersebut jika seandainya ia 

ditalak daln keadaan suci dan masih dalam keadan suci setelah ditalak 

satu jam maka saat itu suci (quru’ yang pertama). Lalu ia haid sehari, 

kemudian suci selama lima belas hari dan itu quru’ yang kedua. Haidh 

sehari kemudian lima belas hari dan itu quru’ ketiga. Jika telah 

berhenti haid yang ketiga maka berakhirlah masa iddahnya
36

.  

 Adapun hitungan hari haidnya pasti berbeda dari satu wanita 

kepada wanita lainnya dan apabila wanita itu sudah mandi dari haid 

yang ketiga maka berahirlah masa iddahnya.  

 

 

                                                           
35

 Ibid,. h. 351  
36

 Ibid,.h.  352  



20 

 

 

f. Iddah Perempuan Yang Istihadhah  

 Perempuan yang di istihadhah (mengeluarkan darah kotor / 

penyakit) dihitung seperti perempuan haidh
37

. Menurut satu pendapat 

di antaranya Zhahiriyah,  Maka iddahnya adalah tiga bulan sedangkan 

menurut pendapat lain bahwa iddahnya adalah salah satu tahun sama 

keadaannya dengan perempuan yang terhenti haidnya dan tidak 

diketahui penyebabnya.  

 Masa iddah merupakan ketentuan hukum mengenai 

tenggang waktu hitungan masa iddah dalam hukum perkawinan islam. 

Di antara hikmah yang penting dalam masa iddah, selain untuk 

mengetahui keadaan rahim, juga menentukan hubungan nasab anak, 

memberi alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan 

perceraian, bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah untuk turut 

berduka cita atau berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah
38

. 

 Dengan demikian masa iddah bagi seorang perempuan yang 

istihadah dihitung sepeti perempuan haidh karena untuk menentukan 

keadaan dalam rahimnya dan saling menghargai saat berkabung 

suaminya.  

 Berdasarkan  pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 1 

dan 2, waktu tunggu dapat ditentukan : 

3. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu 

atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan 

karena kematian suami.  
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4. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan waktu sebagai beikut : 

e. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qobla al 

dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari  

f. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi 

yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang 

kurangnya 90 hari,dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari, 

g. Apabila perkawinan putus katena perceraian sedang janda 

tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai 

melahirkan,  

h. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda 

tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai 

melahirkan
39

.  

 

  Ketentuan KHI tersebut, bukan hanya mengatur masa iddah 

dalam hal berkabung, melainkan juga mengatur masalah masa berkabung 

bagi suami yang ditinggal mati istrinya. Berarti pengaturan hukum 

perkawinan islam dalam masa iddah bukan hanya semata-mata 

mementingkan aspek yuridis normatif, tetapi juga mementingkan aspek 

yuridis empiris yang memuat aspek rasa, toleransi, dan kepatutan
40

.  

 Memang tidak ditemukan teks keislaman yang secara harafiah 

menyinggung iddah suami. Namun, pesan moral yang terkandung dalam 

ajaran tentang iddah berlaku bagi suami istri . Dengan demikian pengertian 

perempuan dalam masa iddah adalah untuk mencegah pandangan kaum 

laki-laki selama masa iddah, dan untuk mencegah dari memandang atau 

pandangan kaum lelaki. Oleh karena itu, jika pasangan meninggal atau 

bercerai maka sebaiknya beriddah atau menahan diri untuk sementara 

waktu.  
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5. Tenggang Waktu Hitungan Masa Iddah 

 Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa salah satu 

prinsip atau asas yang ditekankan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 

adalah mempersulit terjadinya perceraian, maka menurut KHI pasal 115 

yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama 

setalah pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak mendamaikan 

kedua belah pihak
41

. Oleh karena itu, tenggang waktu tunggu dihitung 

sejak jatuhnya putus pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang 

waktu tunggu dihitung sejak kematian suami
42

.  

 Putusnya perkawinan sebab meninggalnya suami secara fisik, 

yakni memang dengan kematian itu diketahui jenazahnya sehingga 

kematian itu benar-benar secara biologis, maupun kemtian secara 

yuridis, yaitu dalam kasus suami yang mafqud (hilang tidak diketahui 

apakah ia masih hidup atau meninggal dunia)
43

.  

 Bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya adalah untuk 

turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbulnya 

fitnah. Para ulama bermazhab sepakat bahwa iddah wanita yang 

ditinggal mati suaminya, sedangkan dia tidak hamil, adalah empat 

bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut sudah dewasa maupun masih 
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anak-anak, dalam usia monopause atau tidak, sudah dicampuri atau 

belum
44

. Ini di dasarkan atas firman Allah yang berbunyi :  

                     

                   

                

Artinya : 234. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu 

dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) 

menangguhkan dirinya (ber´iddah) empat bulan sepuluh hari. 

Kemudian apabila telah habis ´iddahnya, maka tiada dosa bagimu 

(para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka 

menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat
45

. 

 

 Yang demikian itu bila wanita tersebut betul-betul terbukti tidak 

hamil. Akan tetapi bila dia diduga hamil atau kemungkinan sedang 

hamil, maka dia harus menunggu sampai dia melahirkan anaknya, atau 

diperoleh kepastian bahwa dia betul-betul tidak hamil. Demikian 

pendapat mayoritas pendapat ulama mazhab
46

.  

 Mazhab empat mengatakan : iddah bagi wanita hamil yang di 

tinggal mati suaminya adalah sampai ia melahirkan bayinya, sekalipun 

hanya beberapa saat sesudah dia ditinggal mati suaminya itu, yaitu dia 

sudah boleh kawin lagi sesudah lepas kehamilannya. Bahkan andai 

kata jasad suaminya belum dikuburkan sekalipun
47

.  
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 Imamiyah mengatakan : iddah wanita hamil yang ditinggal mati 

suaminya adalah iddah paling panjang di antara waktu melahirkan dan 

empat bulan sepuluh hari. Kalau dia telah melewati waktu empat bulan 

septuluh hari, tapi belum melahirkan maka iddahnya adalah hingga dia 

melahirkan. Akan tetapi bila dia melahirkan sebelum empat bulan 

sepuluh hari, maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari
48

.  

 Ayat pertama menentukan iddah empat bulan sepuluh hari bagi 

wanita yang di tinggal mati suaminya, yang mencakup wanita hamil 

atau tidak hamil. Sedangkan ayat kedua menentukan iddah bagi wanita 

hamil hingga dia melahirkan bayinya, yang mencakup wanita yang 

ditalak (biasa) dan yang ditinggal mati suaminya
49

. Dalam ketentuan 

ayat diatas bahwa iddah wanita hamil sampai melahirkan bayinya dan 

apabila ditinggal mati suaminya maka iddahnya empat bulan sepuluh 

hari.  

 Dengan demikian, seakan terdapat kontradiksi antara makna 

lahiriah kedua ayat diatas dalam kaitanya dengan wanita hamil yang 

melahirkan bayinya sebelum empat bulan sepuluh hari (bila dia 

ditinggal mati suaminya), yang dengan memberlakukan ayat kedua 

berahirlah masa iddahnya. Sebab, dia telah melahirkan anaknya
50

.  

 

 Ketentuan hukum tentang tenggang waktu hitungan waktu 

tunggu adalah sebagai identitas hukum. Tenggang waktu telah mulai 

berlaku sejak seorang suami mengucap talak, sehingga ia tidak dapat 

menahan diri dalam menceraikan istrinya di depan sidang pengadilan. 
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6. Larangan Dalam Masa Iddah  

 Tidak seorang pun boleh melamar wanita muslimah yang 

sedang menjalani masa iddah, baik karena perceraian maupun karena 

kematian suaminya. Jika menikahinya sebelum masa iddahnya selesai 

maka nikahnya dianggap batal, baik sudah berhubungan badan 

maupun belum atau sudah berjalan lama maupun belum. Disamping 

itu, tidak ada waris diantara keduanya dan tidak ada kewajiban 

memberi nafkah serta mahar bagi wanita tersebut darinya
51

. Jika salah 

satu dari keduanya telah mengetahui akan adanya larangan nikah 

tersebut, maka diberlakukan kepada had atas seorang yang berzina, 

yaitu rajam dan jilid. Dengan demikian juga jika keduanya telah 

mengetahui hukum pernikahan yang mereka lakukan
52

.  

 Jika masing-masing dari keduanya tidak mengetahui adanya 

larangan terhadap pelaksanaan nikah tersebut, maka tidak ada dosa 

bagi keduanya. Jika salah seorang dari keduanya tidak mengetahui 

hukum yang  dari pernikahan yang ia lakukan maka tidak ada had 

(hukuman) baginya, dan anak hasil pernikahan itu ikut bersamanya. 

Jika pernikahan tersebut telah dibatalkan dan masa iddahnya telah 

selesai, maka ia harus mengulangi lagi akad pernikahan seperti 

layaknya pernikahan biasa
53

.  
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 Kecuali, jika laki-laki tersebut  menjatuhkan talak kepada 

istrinya, maka ia diperbolehkan untuk tidak kembali kepadanya selama 

belum selesai sampai pada thalaq tiga
54

.  Para fuquha berpendapat 

bahwa wanita yang sedang ber-ihdad dilarang memakai semua 

perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti 

perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan 

sebagai perhiasan dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup 

dengan warna, kecuali warna hitam
55

. 

 Memakai celak ini, sebagai fuqaha menyaratkan bahwa hendak 

nya hal itu bukan sebagai perhiasan, sedangkan sebagian lainnya tidak 

mempersyaratkan pemakaiannya di malam hari, bukan siang hari. 

Pendapat para fuquha mengenai hal-hal yang harus di jauhi oleh wanita 

yang ber-iddah adalah saling berdekatan. Pada prinsipnya, adalah 

semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya. 

Yang mendorong para ulama mewajibkan iddah
56

.  

 Fuquha yang mempersamakan wanita-wanita yang ditalak 

dengan wanita-wanita yang ditinggal suaminya, mereka mendasarkan 

pendapatnya kepada segi pemikiran (yakni mengambil pemahaman dari 

makna yang tersirat). Demikian itu, karena tampak dari pengertian 

iddah bahwa tujuannya untuk mencegah pandangan kaum lelaki selama 

masa iddah untuk mencegahnya dari pandangan kaum lelaki. Demikian 
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itu dalam rangka menutup jalan kerusakan
57

. Dalam larangan iddah 

yaitu hendaknya wanita yang ditinggal mati suaminya itu tidak bersolek 

atau mengenakan sesuatu yang bisa menarik perhatian orang untuk 

melihat dirinya dan menjadi terpikat. Bentuknya, diserahkan 

sepenuhnya pada tradisi yang berlaku di masyarakat
58

.   

 Oleh karena itu, seorang perempuan yang sedang menjalani 

masa iddah baik karena dicerai, fasakh, maupun ditinggal mati oleh 

suaminya tidak boleh menikah selain laki-laki yang telah meninggalkan 

atau menceraikannya itu. Ia boleh keluar rumah jika ada keperluan 

mendesak seperti membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan.  

 

B. Perkawinan  

1.  Pengertian Perkawinan  

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki 

dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia
59

. Perkawinan 

merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada 

tingkat maslahatnya
60

. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang 

menyebut bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang yang 

sangat kuat atau miitsaqan ghailidhan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah
61

.  
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Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 

disebutkan bahwa “pernikahan adalah ikatan ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia  dan kekal berdasarkan 

ketuhanan Yang Maha Esa”
62

.  

Dalam perkawinan adanya akad yang disepakati oleh kedua 

belah pihak yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk 

sama-sama mengikat diri, bersama dan saling kasih mengasihi demi 

kebaikan keduanya dan anak mereka sesuai dengan batas-batas yang 

ditentukan oleh hukum
63

. Dengan demikian pernikahan adalah 

kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk 

mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia atau sakinah, mawadah warrahmah. Disamping itu 

pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miisaaqan gholiidhan untuk 

mentaati perintah Allah dan salah satunya sarana pengabdian seorang 

hamba kepada Allah.  

2.  Tujuan dan Dasar Hukum Perkawinan  

Tujuan perkawinan yaitu untu memperoleh keluarga yang 

sakinan, mawadah, dan warohmah. Dasar perkawinan dalam Kompilasi 

Hukum Islam pasal 3 disebutkan bahwa : rumah tangga yang sakinah, 

mawadah, warahmah
64

.  
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Tujuan perkawinan adalah salah satu untuk memperoleh keluarga 

yang sakinah. Sakinah dalam artinya tenang, sesuai dengan aturan islam 

maka yang tercapai adalah ketengangan dan ketentraman
65

. Tujuan 

perkawinan ini mawadah warahmah ini adalah sikap saling menjaga, 

saling melindungi, saling membantu hak dan kewajiban masing-masing. 

Pernikahan adalah lembaga dari kehormatan dan kemuliaan
66

. Dengan 

demikian seharusnya dalam hubungan suami istri, satu sama lainnya harus 

saling menutupi kekurangan pasangannya dan saling membantu untuk 

mempersembahkan yang terbaik.  

Untuk dapat melangsungkan perkawinan, Al-Qur’an telah 

memberikan aturan yang tegas dan jelas dalam ketentuan Sunnah Rasul. 

Dalam ketentuan Al-Qur’an dapat disandarkan kepada anjuran Allah 

SWT, Al-Nur ayat 32-33 yang berbunyi sebagai berikut :  

                       

                      

                        

                      

                       
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                       

   
  Artinya :“32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara  

kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika 

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan 

Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. 33. Dan orang-

orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, 

sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-

budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu 

buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada 

mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang 

dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak 

wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini 

kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan 

barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah 

mereka dipaksa itu.” (Qs. Al-Nur : 32-33)
67

 

 

Perkawinan ini merupakan jalan yang paling efektif untuk 

menjaga kehormatan diri menjauhkan seorang mukmin dan berbuat zina 

dan dosa-dosa lainnya. Pernikahan juga sebagai satu-satunya jalan yang 

untuk mendapatkan keturunan yang baik dan membina masyarakat yang 

ideal
68

. Oleh karena itu hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur 

hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran 

kebutuhan biologis antarjenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan 

dengan akibat perkawinan
69

. 

Rasulullah Saw melalui sabdanya memberikan perintah menikah 

dengan berbagai cara sebagai berikut  
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تعَطعَ ععَ :  عَ اعَ رعَ عُ بْاعُ اللهنِ ص:  بْ عُ بْ دٍ  عَ اعَ  عَ نِ  ابْ نِ  عَ  يَعَ معَ بْشعَرعَ  لشَّبعَ بنِ معَ نِ   بْ
 عَ معَ بْ لَعَبْ . منِ بْ عُ عُ  بْلبعَ اعَ عَ  فَعَ بْ فَعَتفَعَ عَ َّ بْ   عَ نِ َّ عُ  عَ عَ ضُّ لنِ بْبعَ عَرنِ  عَ  عَ بْ عَ عُ لنِ بْ عَربْ نِ 

ل َّ بْ نِ  عَ نِ َّ عُ لعَ عُ  نِ عَ اءٌ  تعَطنِ بْ  فَعَ عَ عَ بْ نِ  نِ  . عَ بْ
Artinya : Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW  bersabda, “Hai 

para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, 

maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan 

pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang 

belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya 

(menjadi) pengekang syahwat”.
70

  

Kesimpulan hadist : 

1. Anjuran kepada para pemuda yang sanggup menyediakan sarana 

pernikahan,  

2. Syaikhul islam ibnu taimiyah berkata, “ kemampuan untuk 

menikah ialah kemampuan menyediakan sarana pernikahan dan 

bukan kemampuan melakukan hubungan seksual.  

3. Dari makna saruan yang ditunjukan kepada pemuda, maka saruan 

untuk menikah ini juga ditujukan kepada siapa pun yang mampu 

menyediakan sarana pernikahan serta memiliki dorongan seksual 

yang kuat dari kalangan orang yang sudah lanjut usia.  

4. Alasan perintah ini, karena pernikahan lebih dapat menahan 

pandangan dan memelihara kemaluan dari hal-hal yang 

diharamkan. 

5.  Bujukan kepada orang yang tidak sanggup menyediakan sarana 

pernikahan agar puasa, karena puasa itu dapat melemahkan birahi.  
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6. Syaikhul islam ibnuy taimiyah berkata, “Bagi orang yang tidak 

memiliki harta, apakah dianjurkan untuk mencari pinjaman dan 

menikah? Ada perbedaan pendapat dikalangan mazhab Al-imam 

Ahmad dan lainnya
71

.  

  

Berdasarkan hadist diatas, dapat dipahami bahawa menikah 

dalam rangka pembentukan keluarga bukan saja untuk pemenuhan 

kebutuhan naluri insani manusia. Tetapi, pembentukan keluarga 

merupakan salah satu perintah agama, yang berfungsi untuk menjaga dan 

melindungi manusia dari berbagai bentuk penyelewengan dalam 

pemenuhan kebutuhan seksual.
72

 Perintah menikah diiringi oleh 

Rasullulah dengan memberikan posisi menikah sebagai salah satu sunah 

Nabi yang harus diikuti. 

Ada lima hukum nikah menurut situasi dan kondisi mukalaf.
73

 

a) Mubah sebagai asal hukumnya, hukum ini dikanal bagi laki-laki yang 

terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau 

karena alasan-alasan yang mengharapkan untuk kawin 

b) Sunah, bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu kawin, 

tetapi masih dapat menahan dirinya darinya dari zina, maka 

disunahkanlah ia kawin,  

c) Wajib, bagi orang yang cukup ekonomi dan mental serta dikhawatir 

terjebak dalam perbuatan zina 
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d) Haram, bagi orang yang berniat menyakiti perempuan yang akan 

dinikahinya  

e) Makruh, pernikahan berubah menjadi makruh apabila pernikahan 

tersebut dilakukan oleh yang belum mampu memberi nafkah.  

Hukum perkawinan merupakan perintah agama dan merupakan 

sunah Nabi akan membawa implikasi posotif terhadap kelangsungan keluarga 

yang di bentuk, karena sama dengan amaliah dan rosulullah Saw, yang lain 

ada dorongan untuk menjaga nya dari hal yang dapat membuat kelangsungan 

keluarga menjadi tentram
74

. 

Oleh karena itu, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Islam mengatur dengan 

baik dan detail agar tujuan dan hukum perkawinan yang disyariatkannya 

untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai. Tujuan 

perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan 

sejahtera, maka undang-undang menganut prinsip untuk mempersulit 

terjadinya perceraian.  

3. Rukun dan Syarat Pekawinan  

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah 

tidaknya suatu perkerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-

laki/perempuan dalam perkawinan
75

. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada 

yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu 
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itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat 

untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu 

harus beragama Islam
76

.  

Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan 

syarat
77

. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB IV Pasal 14 rukun 

dan syarat perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 

menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum tersebut untuk 

melaksanakan perkawinan harus ada :  

a. Calon Suami  

b. Calon Istri  

c. Wali nikah  

d. Dua orang saksi dan  

e. Ijab dan qobul
78

 

Adapun uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian 

syarat-sayarat dari rukun nikah tersebut :  

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :  

1) Beragama Islam  

2) Laki-laki  

3) Jelas orangnya  

4) Dapat memberikan persetujuan  

5) Tidak terdapat halangan perkawinan  

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :  
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1) Beragama,  

2) Perempuan  

3) Jelas orangnya  

4) Dapat diminta persetujuannya  

5) Tidak terdapat halangan perkawinan 

c. Wali nikah, syarat-syaratnya :  

1) Laki-laki  

2) Dewasa  

3) Mempunyai hak perwalian  

4) Tidak terdapat halangan perwaliannya  

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya :  

1) Minimal dua orang laki-laki  

2) Hadir dalam ijab qobul  

3) Dapat mengerti maksut akad  

4) Islam  

5) Dewasa 
79

 

e.  Ijab Qobul, syarat-syaratnya :  

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali  

2) Adanya pernyataan penerima dari calon mempelai pria 

3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemah dari kedua kata 

nikah atau tazwij  

4) Antara ijab dan qobul bersambungan 
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5) Antara ijab dan qobul jelas maksudnya  

6) Orang yang terkait ijab dan qobul tidak sedang ihram haji atau 

umrah 

7) Majlis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimum empat orang 

yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai 

wanita dan dua orang saksi 
80

.  

Dalam arti perkawinan ini tidak sah bila keduanya tidak ada atau 

tidak lengkap. Rukun dan syarat mengandung arti yang berbeda dari segi 

bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berbeda dalam hakikat dan 

merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat 

adalah sesuatau yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. 

Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku 

untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri 

dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun
81

.  

Dengan demikian rukun pernikahan sendiri ada lima yaitu adanya 

calon suami, calon istri, adanya wali, adanya dua orang saksi, dan sighat 

akad nikah. Dan syarat sah pernikahan garis besarnya ada dua yaitu calon 

mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang dijadikan istri, 

akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.  
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4. Larangan Perkawinan  

Larangan perkawinan dalam bahasa agama disebut dengan 

mahram. Larangan perkawinan adalah perempuan-perempuan yang tidak 

boleh dikawini. Keseluruhan diatur dalam Al-Qur’an, ada yang bersifat 

mu’abbad (selamanya) dan ghairu Mu’abbad/muaqqat (tidak selamanya)
82

. 

Perempuan – perempuan yang diharamkan terbagi dalam dua bagian : 

a. Perempuan-Perempuan Yang Diharamkan Selamanya  

Perempuan-perempuan yang sebab keharamannya memiliki sifat 

yang tidak akan mengalami perubahan seperti anak-anak perempuan, 

saudara-saudara perempuan, dan saudara-saudara perempuan dari 

bapak
83

. Perempuan-perempuan yang diharamkan selamanya terbagi 

menjadi tiga macam :  

1) Perempuan-perempuan yang diharamkan sebab keturunan (Nasab)  

Larangan perkawinan terseut didasarkan pada firman Allah dalam 

surat An-Nisa ayat 23 :  

                  

             ..... ٢٣  
 

Artinya:23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-

anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, 

saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara 

ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-
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saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang perempuan ...
84

  

Berdasarkan ayat diatas, wanita-wanita yang haram dinikahi 

untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah 

ibu, anak perempuan, saudara perempuan, baik seayah seibu, 

seayah saja, atau seibu saja, bibi, Kemenakan (keponakan) 

perempuan
85

.   

Keharaman perempuan-perempuan dengan nasab untuk 

memutuskan kekerabatannya dan keharusan menyambungnya. 

Kekhusuan para ibu dengan makna lain bahwa kehormatan ibu 

dan memuliakannya adalah wajib. Karena alasan ini adalah 

diperintahkan untuk menemani kedua orang tua dengan baik, 

merendahkan diri terhadapnya, ucapan yang baik, melarang untuk 

mengucap “hus” padanya 
86

.  

Keharaman perempuan –perempuan dengan nasab 

(keturunan), sungguh allah telah menetapkan bagi manusia atas 

fitrah yang menjatuhkan dari memikirkan syahwat terhadap 

perempuan-perempuan yang diharamkannya. Termasuk hal 

mustahil secara fitrah adalah orang yang merasakan syahwat 

dengan sejenis seperti terhadap ibunya atau ia hendak berfikir 

untuk bersenang-senang dengannya, karena cinta kasih sayang 

yang terjalin, pemberian yang mulia yang dibawa dalam hati anak 

laki-laki terhadap ibunya dari segi fitrah yang bersih.  
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2) Perempuan-Perempuan Yang Diharamkan Karena Semenda 

(Ikatan Perkawinan)  

Perempuan-perempuan yang diharamkan karena semenda 

adalah istri bapak, istri kakek dan keatasnya, keharaman ini 

disebutkan dalam lanjutan ayat 23 surat An-Nisa :  

...                    

                     

                ... ٢٣  
Artinya : 23. ... ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 

dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi 

jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 

ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 

diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) ... 

Perempuan-perempuan yang diharamkan berdasarkan 

hubungan semenda (ikatan perekawinan) bertujuan untuk menjaga 

keberadaan keluarga dari pertentangan, untuk menjaga keberadaan 

keluarga dari pertentangan, untuk hal-hal yang penting semisal 

dengan  putusnya kekerabatan, buruknya pengertian, tersebarnya 

kecemburuan antara ibu dan anak perempuannya atau antara 

bapak dengan anak laki-lakinya, atau antara perempuan dengan 

saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, atau 

saudara perempuannya yang terkadang mengakibatkan 

pertentangan-pertentangan antara anggota satu keluarga
87

.  
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Dengan demikian, apabila istri ayah (anak tiri), ibu istri 

(mertua), anak istri (anak tiri) haram dikawini dengan syarat 

keharaman itu karena telah menyetubuhi ibu tiri, mertua, dan anak 

tiri artinya seorang pria dan wanita baru terikad dengan semata-

mata akad (belum terjadi persetubuhan) maka haram bagi mereka.  

3) Perempuan-Perempuan Yang Diharamkan Karena Sesusuan  

Larangan perempuan-perempuan yang diharamkan 

selamanya adalah persusuan. Ar-Radha’ (persusuan) secara 

etimologi adalah nama isapan susu dari payudarah secara mutlak, 

baik manusia maupun hewan mamalia kecil dan besar. Menurut 

terminologi syara’ persusuan adalah suatu nama untuk 

mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama sesuatu yang 

didapatkan dari padanya sampai didalam perut anak kecil atau 

kepalanya
88

.  

Diharamkan hubungan persusuan yang didasarkan kepada 

sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,  

 . عَبْرعُ عُ منِ عَ  لرَّ عَ  عَ نِ معَ   عَبْرعُ عُ منِ عَ  ل َّ عَ نِ 

“Diharamkan karena hubungan susuan sebagaimana yang diharamkan 

karena hubungan nasab”.
89

 

Hadist tersebut telah mengharamkan sebab persusuan dengan jelas, 

persusuan dan kelahiran memiliki kesamaan dalam keharaman
90

. Bagi 
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seseorang yang haram sebab persusuan adalah delapan orang yang 

disebutkan di muka yaitu sebagai berikut :  

a) Orang tua seseorang sepersusuan ke atas, baik dari bapak 

maupun dari ibu.  

b) Anak-anak seseorang sepersusuan. Haram menikahi anak 

putri sepersusuan, cucu putri dari anak laki-laki 

sepersusuan, dan cucu putri sepersusuan sampai ke 

bawah.
91

  

c) Anak-anak kedua orang tua sepersusuan, yaitu saudara 

perempuan sepersusuan. 

d) Anak-anak kakek dan nenek sepersusuan, mereka itu 

saudara bapak dan ibu (bibi) sepersusuan. 

e) Istri orang tua sepersusuan, yakni istri bapak sepersusuan, 

istri kakek sepersusuan ke atas, baik istri yang telah 

dicampuri atau belum.  

f) Istri anak sepersusuan, yakni istri anak laki-laki 

sepersusuan atau istri cucu putra dari anak laki-laki.  

g) Orang tua istri sepersusuan yakni ibu dan kakeknya 

sepersusuan. 
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h) Anak-anak istrinya sepersusuan, yakni putrinya, cucu 

putri dari anak putri dan cucu putri dari anak laki-laki 

sepersusuan. 
92

   

Dengan demikian ibu yang menyusui menjadi ibu bagi orang 

yang menyusu dengannya. Semua anak-anaknya menjadi saudara 

baginya. Orangtuanya menjadi orangtuanya, sehingga ibunya 

haram baginya seperti keharaman anak perempuannya. Saudara-

saudara ibu yang menyusui menjadi saudaranya, sehingga 

haramlah saudara-saudara perempuan baginya. Dan suami dari ibu 

yang menyusui menjadi bapak bagi bayi yang disusui.  

b. Perempuan-Perempuan Yang Diharamkan Sementara  

Perempuan yang sebab keharamannya suatu perkara yang dapat 

dihilanghkan. Oleh karena itu keharamannya masih ada selagi 

perkaranya masih ada
93

, yaitu sebagai berikut :  

1) Larangan perkawinan Dua orang perempuan bersaudara haram 

dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan.  

2) Larangan perkawinan perempuan yang terkait perkawinan 

dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. 

3) Larangan perkawinan perempuan yang sedang masa iddah, baik 

iddah cerai maupun iddah ditinggal mati. Nikah masa iddah yaitu 

laki-lakiyang menikahi perempuan yang masih iddah baik karena 

perceraian ataupun kematian. Pernikahan ini batil hukumnya, 
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yaitu hendaknya mereka berdua dipisahkan karena batalnya akad 

akan ketetapan mahar tetap bagi perempuan meski tidak 

bercampur dengannya. Diharamkan baginya menikah sehingga 

setelah habis masa iddahnya sebagai hukuman baginya
94

.    

4) Larangan perkawinan perempuan yang ditalak tiga haram 

dikawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin 

lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta 

diceraikan oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddahnya. 

5) Larangan perkawinan perempuan yang sedang melakukan ihram 

baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini. 

6) Larangan perkawinan perempuan yang musrik haram dinikahi. 

Maksud wanita musrik ialah yang menyembah selain Allah
95

.  

7) Larangan perkawinan perempuan karena perzinahan. Perzinahan 

ini menyangkut dua hal, yaitu perkawinan dengan perzina dan 

perkawinan dengan perzina yang sedang hamil atau perempuan 

hamil akibat zina
96

. 

Larangan perkawinan juga berlaku bagi seorang laki-laki yang 

telah beristri empat dan masih terikat dalam tali perkawinan atau ditalak 

raj’i yang masih dalam masa iddah.
97

 Larang perkawinan berikutnya 

adalah antara seorang laki-laki dengan bekas istrinya yang telah ditalak 
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bain (tiga) atau dili’an. Li’an adalah tuduhan seorang suami terhadap 

istrinya, bahwa istrinya telah melakukan zina.
98

 

Dengan demikian, larangan perkawinan dalam hukum 

perkawinan Islam ada dua macam, yaitu larangan selama-lamanya dan 

sementara. Agar tidak terjadi pelanggaran aturan diatas, maka perlu 

adanya pencegahan perkawinan, yang dilakukan oleh pihak suami atau 

istri apabila ada syarat-syarat yang tidak dicukupi sebelum terjadinya 

perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan.  

5. Faktor-Faktor Pelanggaraan Dalam Perkawinan 

Mengenai faktor-faktor pelanggaran perkawinan adalah tidak 

terwujudnya tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga 

yang bahagia dan kekal yang dapat menyebabkan terjadinya faktor internal 

yaitu faktor krisis ahklak dan keagamaan, faktor pendidikan, faktor diri 

sendiri dan faktor perzinahan. faktor eksternal yaitu faktor lingkungan 

sosial.   

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat 

tergantung pada setiap orang dalam lingkungan rumah tangga, terutama 

kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup 

rumah tangga tersebut, keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat 

terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak terkontrol, yang pada 

akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga 

ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam 
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lingkup rumah tangga tersebut
99

. Dalam bentuk perkawinan masa iddah 

adalah pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap martabat 

kemanusiaan.  

faktor penyebab perkawinan dalam masa iddah yaitu faktor 

lingkungan sosial sangat penting bagi tumbuh kembang seseorang. Selain 

itu, lingkungan sosial sebagai perolehan kemampuan berperilaku. Sikap 

dalam lingkungan sosial adalah pengaruh atau penolakan, penilaian suka 

atau tidak suka, dan kepositifan atau kenegatifan terhadap suatu objek 

psikologi. Pelanggaran perkawinan dalam konteks kehidupan masyarakat, 

bangsa dan negara, baik secara sosiologis, psikologis maupun yuridis 

dengan segala akibat hukum dan konsekuensinya. Tentulah sangat luas 

objuk yang ditimbulkan sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan 

lembaga perkawinan. Jika tidak ada tindakan hukum terhadap pelanggaran 

perkawinan, tentu akan merusak tujuan perkawinan. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115 di atur sebab-sebab 

perceraian “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan 

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
100

 Suami istri perlu 

saling membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. 

Karena itu, terjadinya perselisihan atau percecokan antara suami istri 

sehingga undang-undang ini menganut asas atau prinsip mempersukar 

terjadinya perceraian.   
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Adapun pelanggaran perkawinan dapat menyebabkan 

pembatalan perkawinan yaitu: 

a. Pelanggaran prosedural perkawinan 

Misalnya: 

1. Syarat-syarat wali nikah tidak dipenuhi 

2. Tanpa dihadiri oleh saksi-saksi pada saat berlangsungnya 

perkawinan 

3. Oleh pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang 

b. Pelanggaran materi perkawinan 

Misalnya: 

1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman.  

2. Jika perkawinan berlangsung. Terjadi salah sangka mengenai 

diri mengenai suami atau istri.  

Syarat-syarat pembatalan perkawinan dalam Pasal 22 Undang-

Undang Perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan 

apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan 

perkawinan
101

. 

Menurut Undang-Undang perkawinan yang menjadi penyebab 

pembatalan perkawinan karena para pihak tidak memenuhi syarat untuk 

melangsungkan pernikahan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum 

Islam pasal 71 bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :  

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama,  
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b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih 

menjadi istri pria lain yang mafqud, 

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dan 

suami lain,  

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana 

ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang 1 Tahun 1974, 

e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh 

wali yang tidak berhak  

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan
102

.  

Dengan demikian apabila telah melanggar perkawinan maka dapat 

dibatalkan perkawinannya sesuai dengan Undang-Undang pasal 22 dan 

Kompilasi Hukum Islam pasal 71.  

Apabila pelanggaran dalam perkawinan ini dilakukan maka menurut 

Kompilasi Hukum Islam ayat 73 yang dapat mengajukan pembatalan 

perkawinan adalah:  

a. Para kelaurga dalam garis keturunan keatas dan kebawah dari suami 

atau istri, 

b. Suami atau istri, 

c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan 

menurut Undang-Undang,  

d. Pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacad dalam 

rukun syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan-
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peraturan peerundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 

67
103

.  

Setelah diajukannya pembatalan perkawinan dalam pelanggaran 

perkawinan ini maka permohonan pembatalan perkawinan dapat 

diajukan kepada pengadilan Agama.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research). 

Penggunaan jenis kualitatif lapangan dikarenakan “penelitian harus terjun 

ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat”. Terlibat dengan 

partisipan atau masyarakat berarti turut serta merasakan apa yang mereka 

rasakan juga sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif 

tentang situasi setempat”.
104

 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang berusaha mencari suatu 

informasi lapangan kepada pihak-pihak yang terkait secara tersruktur, 

dapat dilakukan dengan cara snow ball, yaitu mencari informasi dari satu 

pihak kepihak lain untuk memperkuat hasil dari penelitian yang dilakukan.  

   Permasalahan yang diteliti dikatakan dinamis dan komplek, karena 

objek yang diteliti adalah faktor-faktor perkawinan dalam masa iddah 

dilaksanakan di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung, Kab Tulang 

Bawang Barat yang memerlukan kajian mendalam tentang faktor-faktor 

yang menyebabkan perkawinan dalam masa iddah.  
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2. Sifat Penelitian   

 Berdasarkan jenis penelitian kualitatif di atas, maka penelitian ini 

bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan tinjauan faktor-faktor 

perkawinan dalam masa iddah dilaksanakan di Desa Mulya Jaya Kec 

Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat yang kemudian disajikan 

bentuk narasi laporan penelitian.  

Penelitian deskriptif menurut Donald Ary sebagaimana dikutip oleh 

Imam Suprayogo dan Tobrani, mempunyai beberapa jenis, yaitu “studi 

kasus, survey, penelitian pengembangan (developmentalstudy), penelitian 

lanjut (folow up study), analisis dokumen (contentanalysis/hermaneutika), 

analisis kecenderungan (trend analysis) dan penelitian korelasi.
105

   

Menceramati jenis penelitian deskriptif di atas, maka penelitian ini 

termasuk penelitian deskriptif jenis studi kasus. Menurut Muhammad 

Nazir, studi kasus adalah “penelitian tentang status subyek penelitian yang 

berkenan dengan fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas”.
106

 

Dalam konteks penelitian ini, maka subyek penelitian adalah pernikahan 

dalam masa dilaksanakan di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung, Kab 

Tulang Bawang Barat dalam kaitan ini faktor-faktor terjadinya perkawinan 

dalam masa iddah.  
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B. Sumber Data  

“Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subyek yang 

memiliki kedudukan penting. Konsekuensi lebih lanjut dari posisi sumber data 

tersebut dalam penelitian kualitatif, ketepatan memilih dan menentukan jenis 

sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh”.
107

 Sumber data 

dalam penelitian ini berasal dari perkataan, tindakan, dan dokumentasi yang 

diperlukan, terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber 

data skunder. Klasifikasi sumber data tersebut bermanfaat sebagai acuan untuk 

memilih data yang seharusnya menjadi prioritas dalam penelitian.  

1. Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya mempunyai otoritas
108

. Bahan-bahan hukum primer 

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

perbuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Sumber data primer 

adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui 

wawancara , observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak 

resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
109

 Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah 2 orang pelaku, 1 orang penghulu dan tokoh agama, 1 

orang muddin, dan 1 orang masyarakat dan kepala desa yang dilaksanakan 

di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung, Kab Tulang Bawang Barat dari 
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sumber primer tersebut dikumpulkan data tentang faktor penyebab 

terjadinya perkawinan dalam masa iddah.  

2. Sumber Data Skunder  

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari 

dukumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek 

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertai 

peraturan perundang-undangan.
110

 Kegunaan bahan hukum sekunder 

adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana 

peneliti melangkah
111

. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini 

berupa buku antara lain adalah buku-buku tentang perkawinan yang dapat 

dijadikan acuan teoretik tentang masa iddah.  

3. Sumber Data Tersier  

  Sumber tersier adalah suatu kumpulan informasi tentang sumber 

primer dan sumber sekunder.
112

 Jadi yang dimaksud sumber tersier dalam 

penelitian ini adalah merupakan data penunjang dari sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Data tersier berupa bahan bacaan lain seperti 

karya ilmiah, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang 

akan digunakan untuk menganalisi tentang faktor-faktor perkawinan 

dalam masa iddah di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, 

Kabupaten Tulang Bawang Barat.  
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C. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data memenuhi standar yang 

ditetapkan.
113

 Data merupakan komponen penting dari sebuah penelitian, 

jadi apabila tidak ada data maka sebuah penelitian tidak akan terlaksana. 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka, metode yang 

dipergunakan adalah sebagai berikut: 

1. Metode wawancara (Interview)  

  Wawancara adalah seebuah dialog yang dilakukan oleh wawancara 

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.
114

 Munurut 

Burhan Bungin, Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan yang diwawancara adalah dalam suasana wajar, sedangkan pertanyaan 

dan jawabanya berjalan seperti pembicara biasa dalam kehidupan sehari-hari
115

. 

Wawancara dapat dilakukan face to face atau menggunakan via telephon.  

Metode ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara 

bebas artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang di anggap perlu 

dalam wawancara, respon dan juga boleh menjawab bebas sesuai 

pemikiran yang ingin di kemukakannya. Dengan demikian peneliti 
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memperoleh gambaran yang meluas mengenai bagaimana kesadaran 

hukum pelaku terhadap perkawinan dalam masa iddah tersebut. Terpimpin 

berarti apa yang menjadi bahan wawancara tidak lepas dari aspek-aspek 

kajian penelitian. Sasaran dalam metode wawancara ini adalah 2 orang 

pelaku dan 1 orang penghulu (muddin) tentang faktor penyebab terjadinya 

perkawinan  dalam masa iddah.  

2. Dokumentasi  

  Metode yang digunakan dokumentasi, yakni catatan tertulis tentang 

berabagai kegiatan atau peristiawa pada waktu yang lalu
116

. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumentasi dari sesorang. 

Dokumen yang barbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa 

dan lain-lain
117

.  

  Dalam metode dokumentasi ini akan diperoleh dokumen mengenai 

gambaran umum tentang foto wawancara kepada pelaku perkawinan 

dalam masa iddah, foto wawancara kepada penghulu, foto wawancara 

kepada muddin, foto wawancara kepada tokoh agama, foto wawancara 

kepada kepala desa dan masyarakat. Dokumentasi tersebut berupa gambar 

keadaan Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. 
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D. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data adalah proses mensistematiskan apa yang sedang 

diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan 

dipahami agar peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan. Dalam 

menganalisis data peneliti harus paham dan mengetahui apa yang harus 

dilakukan bahwa peneliti bekerja dengan data lalu mengorganisasi data.
118

 

Peneliti menggunakan data yang diperoleh di dalam bentuk wawancara 

yang kemudian hasil wawancara tersebut dianalisa dengan menggunakan cara 

berfikir induktif yang berangkat dari pemikiran tentang realitas perkawinan 

dalam masa iddah yang sedang marak terjadi di era ini. Dari metode analisis 

tersebut, peneliti mencoba menganalisis faktor penyebab terjadinya 

perkawinan dalam masa iddah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Singkat Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung 

Kabupaten Tulang Bawang Barat  

1. Sejarah Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang 

Bawang Barat 

 Desa Mulya Jaya adalah Desa yang terbentuk dari program 

transmigrasi penduduk, yang awal mulanya ditujukan untuk penataan 

pemukiman dan peningkatan produksi pertanian khususnya padi dan 

palawija. Desa Mulya Jaya resmi dihuni pada tanggal 10 November 1982 

dan merupakan Desa eks Transmigrasi Lokal dan swakarsa yang berasal 

dari dua daerah yakni Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Gunung    

Balak sebanyak 137KK dan Kabupaten Lampung Utara Kecamatan Bukit 

Kemuning sebanyak 463KK dengan jumlah keseluruhan 600 KK
119

.  

a. Kondisi Geografis 

Desa Mulya Jaya memiliki luas wilayah 1.248,82 ha dengan 

lahan produktif 1.050 ha dengan perincian sebagai berikut : 

Tabel II.1 Tata Guna Tanah 

NO TATA GUNA TANAH LUAS 

1. Luas pemukiman 150 ha/m2 

2. Luas Perkebunan 1.098,82 ha/m2 
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3. Luas kuburan 1,5 ha/m2 

4. Luas pekarangan 141 ha/m2 

5. Perkantoran 0,50 ha/m2 

6. Luas prasarana umum lainnya 7 ha/m2 

Total Luas 1.248,82 ha/m2 

Sumber : Data umum Desa Mulya Jaya
120

 

 

Letak Desa Mulya Jaya  berada di sebelah Timur Laut Desa 

Panaragan yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang Barat, 

jarak dari Desa Mulya Jaya ke Desa Panaragan sekitar 80 km, dengan 

batas-batas sebagai berikut : 

 Sebelah Utara : Desa Sumber Jaya dan Desa Bangun Jaya 

Kecamatan Gunung Agung 

 Sebelah Timur   : Desa Mulya Sari Kecamatan Gunung Agung 

dan Desa Agung Jaya Kecamatan Way Kenanga 

 Sebelah Selatan  : Desa Gunung Agung Kecamatan Gunung 

Terang 

 Sebelah Barat   : Desa Suka Jaya Kecamatan Gunung Agung 

 

b. Kondisi Perekonomian 

Jumlah penduduk Desa Mulya Jaya sebanyak 3.336 jiwa dengan 

penduduk usia produktif 1.173 jiwa, sedangkan penduduk yang 

dikategorikan miskin 258 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk 
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adalah 779 sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol 

adalah Karet
121

.  

Tabel II.2 Jumlah Penduduk 

NO PENDUDUK JUMLAH 

1. Jumlah Laki-Laki 1.597 orang 

2. Jumlah Perempuan 1.739 orang 

3. Jumlah Total 3.336 orang 

4. Jumlah Kepala Keluarga 897 KK 

5. Jumlah RT 26 RT 

6. Jumlah SUKU/RW 5 SUKU/RW 

Sumber : Data umum Desa Mulya Jaya 

Tabel II.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Mulya Jaya 

NO JENIS PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1. Petani 1.322 orang 1.189 orang 

2. Buruh Tani 11 orang 3 orang 

3. Buruh Migran 3 orang 7 orang 

5. Pegawai Negeri Sipil 7 orang 8 orang 

6. Pengrajin IRT 3 orang 3 orang 

7. Pedagang keliling 3 orang 11 orang 

8. Peternakan 217 orang 75 orang 

10. Montir 11 orang  
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12. Bidan swasta  1 orang 

13. Perawat swasta  1 orang 

14. Pembantu rumah tangga  2 orang 

17. 

Pensiunan 

PNS/TNI/POLRI 

1 orang  

18. 

Pengusaha kecil dan 

menengah 

42 orang 38 orang 

20. Notaris    

21. Dukun Terlatih  2 orang 

22. 

Jasa Pengobatan 

alternative 

2 orang  

27. 

Karyawan Perusahaan 

swasta 

8 orang  

28. 

Karyawan Perusahaan 

Pemeritah 

 1 orang 

29. Belum Bekerja 80 orang 130 orang 

30. Tidak Bekerja 194 orang 268 orang 

 JUMLAH PENDUDUK 1.597 orang 1.739 orang 

Sumber : Data umum Desa Mulya Jaya
122

 

c. Kondisi Pendidikan  

Kondisi pendidikan masyarakat di Desa Mulya Jaya ditunjukan 

rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat dengan 
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munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan 

menyangkut pendapatan, status, pemanfaatan lahan pada fasilitas umum 

menunjukan masih rendahnya pendidkan dan tingkat kesadaran hukum 

yang masih kurang. Hal tersebut sebagai akibat tidak meratanya tingkat 

pendidikan yang diperoleh masyarakat. Sarana dan Prasarana 

Pendidikan di Desa Mulya Jaya mempunyai sekolah dari TK sampai 

sekolah tingkat menengah dengan rincinan: 

Tabel II.4 Pendidikan Formal 

N

O 
Nama 

J

u

m

l

a

h 

Status 

(terdaftar

, 

terakredi

tasi 

Kepemilikan 
Jumla

h 

tenaga 

pengaj

ar 

Jumla

h 

siswa/ 

mahas

iswa 

Pem

erin

tah 

Swa

sta 

Lain

-lain 

1

. 
TK 3 √  √  6 119 

2

. 

SD/ 

Sederajat 
3 √ √ √  31 389 

3

. 

SMP/ 

Sederajat 
1 √  √  7 34 

4

.  

SMA/ 

sederajat 
1 √  √  8 28 

Sumber : Data umum Desa Mulya Jaya pada tahun 2017 
123

 

Dari tabel diatas pendidkan penduduk di Desa Mulya Jaya 

Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat Sarana 
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dan prasarananya untuk  kualitas Pendidikan masih rendah terutama 

bagi masyarakat miskin.  

 

d. Gambaran Pelayanan 

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPT, Lembaga 

Kemasyarakatan Desa Mulya Jaya memberikan pelayanan kepada 

masyarakat Desa Mulya Jaya yang mengacu kepada pembangunan 

masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut : 

 

1) Kantor Desa dibuka setiap hari kerja. 

2) Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan dan Kepala 

Seksi masuk kantor setiap hari kerja. 

3) Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan surat-surat tetap dilayani. 

4) Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

5) Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari 

Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada. 

6) Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan 

Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan. 

7) Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang 

membutuhkan
124

. 

e. Kondisi Sosial Keagamaan  
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Kehidupan beragama masyarakat di Desa Mulya Jaya 

Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat banyak 

berbagai macam agama, yaitu agama islam, agama hindu, agama 

katolik, agama kristen, agama budha, agama hindu. Tetapi di Desa 

Mulya Jaya mayoritas beragama islam. Masyarakat menjalankan dan 

memperhatikan perintah Allah SWT dengan sebaik-baiknya dalam 

segala aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari mereka sangat 

menekankan pada etika agama, seperti dalam bergaul dan dalam 

berpakaian. 

Kegiatan di Desa Mulya jaya baik yang besifat agama maupun 

sosial masyarakat lebih mempercayai kepala desa. Dan kegiatan 

keagamaan di Desa mulya Jaya yang bernuansa Islam yang dimulai dari 

karang taruna, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mempunyai kegiatan
125

. 

Adapun kegiatan di Desa Mulya Jaya dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

Tabel II.4. jenis kegiatan bernuansa Islam Desa Mulya Jaya 

No Jenis Kegiatan Hari Kegiatan 

1. Sholawatan  Malam minggu  

2.  Pengajian ibu-ibu  Jum’at siang  

3. Pengajian karang taruna dan risma  Malam minggu  

4. Khususiah  Malam selasa  
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5. Pengajian dan sholat barsama bapak-bapak  Malam purnama  

Sumber : Data umum Desa Mulya Jaya
126

  

Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang 

Bawang Barat ini sangat berpengaruh kepada kepala desa apabila ada 

masalah. Dan tokoh agama yang ada di Desa Mulya Jaya Kecamatan 

Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat sangat kecil 

pengaruhnya untuk masyarakat dalam berbagai kegiatan baik sifat 

agama maupun sifat sosial. Bagi masyarakat kepala desa adalah 

pembimbing dalam pemerintahan untuk segala hal. Sedangkan tokoh 

agama hanya sebagai pelengkap desa.  

   Pengaruh kepala desa sangat besar sekali sehingga dalam 

mengatur masalah maka penyelesaiannya lewat kepala desa dalam 

menegakan segala hal. Dalam masalah perkawinan dan masalah 

perceraian tokoh agama dalam masyarakat yang ada di Desa Mulya 

Jaya seharusnya berperan untuk menjadi Patron sehingga bisa 

berkonsultasi untuk masalah perceraian
127

. Tetapi masyarakat tidak 

memperdulikan apa kata tokoh agama yang ada di Desa Mulya Jaya, 

sehingga masyarakat berkonsultasi kepada bapak kepala desa masalah 

perkawinan dan perceraian.  
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B. Realitas Perkawinan Dalam Masa Indah di Desa Mulya Jaya Kecamatan 

Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat  

Realitas perkawinan dalam masa iddah di Desa Mulya Jaya 

Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat diperoleh  

dari data temuan yaitu :  

1. Kasus Tatik Binti Gumer  

Dari hasil wawancara kepada Ibu Tatik warga Desa Mulya Jaya 

Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat yang 

beragama Islam berumur 48 tahun dengan pendidikan terakhir Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). Beliau mengatakan bahwa pernikahan dengan 

suami pertamanya yaitu Bapak Agus pada tahun 1991. Karena keadaan 

perekonomian yang sangat rendah membuat Bapak Agus berkerja di 

Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).  Kemudian Ibu Tatik 

bekerja di Mesuji selama 1 Tahun sebagai pembantu rumah tangga
128

. 

Ketika Ibu Tatik kembali ke Desa Mulya Jaya dengan membawa 

laki-laki yang bernama Budi. Kemudian Bapak Agus mendengar 

perbuatan ibu Tatik tersebut dengan rasa kecewa dan langsung 

menjatuhkan talak tidak di pengadilan pada tanggal 08 september 2015. 

Beliau mengatakan saat menjalani masa iddah perekonominya sangat 

kurang sehingga beliau tetap berhubungan dengan bapak budi 

(selingkuhannya) untuk membantu kehidupan ekonomi sehari-harinya
129

. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yanto sebagai tokoh 

agama dan penghulu yang ada di Desa Mulya Jaya bahwa krisis ahlak 

yang dilakukan oleh ibu Tatik tersebut dengan membawa laki-laki ke Desa 

Mulya Jaya tidak mecerminkan perilaku yang baik dan  lemahnya 

pengetahuan agama yang dimiliki oleh ibu Tatik
130

.  

Ibu Tatik mengatakan bahwa pertemuannya dengan Budi di rumah 

orang tua Ibu Tatik. Pertemuan yang terjadi berulang-ulang membuat Ibu 

Tatik mendapat teguran dari masyarakat untuk menikah karena berbuat 

zina sehingga mengakibatkan kehamilan
131

. Setelah mendapat teguran 

tersebut beliau dan Budi beserta keluarganya meminta untuk segera 

dinikahkan oleh kepala desa dikarenakan pihak keluarga mengetahui 

bahwa beliau berbuat zina hingga menyebabkan kehamilan.
132

 

Kemudian kepala desa meminta kepada penghulu untuk 

menikahkan Ibu Tatik dengan Budi. Bapak Yanto sebagai tokoh Agama 

dan penghulu di Desa Mulya Jaya menegaskan bahwa beliau menolak 

untuk menikahkan Ibu Tatik dengan Budi dikarenakan Ibu Tatik harus 

menjalani masa iddah selama 3 kali suci yaitu sekurang kurangnya 90 hari. 

Karena bagi seorang penghulu serta tokoh Agama di Desa Mulya Jaya 

Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat, Ibu Tatik 
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hamil bukan dari Agus jadi diambilah perhitungan masa iddah itu dengan 

cerai talak
133

.  

Berdasakan hasil wawancara kepada Bapak Sarijan Kepala Desa, 

bahwa yang dilakukan oleh Ibu Tatik tersebut atas dorongan dari dirinya 

sendiri karena hawa nafsunya dan Ibu Tatik tidak mengetahui tentang 

masa iddahnya, meskipun Bapak Yanto sebagai tokoh agama dan 

penghulu di Desa Mulya Jaya sudah menyarankan akan tetapi Ibu Tatik 

tidak menghiraukannya. Sehingga dengan adanya kesempatan tersebut Ibu 

Tatik tidak berkeinginan menunda untuk melakukan perkawinan dalam 

masa iddahnya
134

.   

Dari permasalahan diatas Bapak Sarijan menegaskan dan meminta 

kepada Muddin yang bernama Mbah Bona sebagai pengganti penghulu 

untuk menikahkan Ibu Tatik dengan Budi pada tanggal 03 Oktober 2015 

di desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang 

Bawang Barat.
135

 Dikarenakan, Ibu Tatik sangat memaksa ingin 

dinikahkan, yang sebenarnya keputusan tersebut bukan kewenangan beliau 

sebagai kepala desa akan tetapi kondisi Ibu Tatik yang sudah mengandung 

dan ketidak nyamanan masyarakat beliau memutuskan untuk 

dilakukankannya perkawinan dalam masa iddah secara siri
136

. Ibu Tatik 
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menikah dengan Budi tidak ada catatan di KUA karena pihak keluarga 

lebih mementingkan keadaan kandungannya
137

.  

Oleh karena itu penyebab terjadinya perkawinan dalam masa iddah 

yang dilakukan oleh Ibu Tatik dan Bapak Budi dikarenakan pendidikan 

dan lingkungan sosial yang rendah sangat mempengaruhi, sehingga 

lemahnya tingkat kontrol tokoh agama yang tidak meyninggung masalah 

kaidah-kaidah perkawinan, dari tindakan yang dilakukan tokoh agama 

tersebut membuat ibu Tatik kurang memahami tentang agama Islam 

mengenai larangan masa iddah, sehingga Ibu Tatik melakukan perbuatan 

zina yang mendorong keinginan dalam dirinya sendiri untuk melakukan 

pernikahan dalam masa iddah.  

 

2. Kasus Sri Binti Damami  

Hasil wawancara kepada Ibu Sri beragama Islam yang berumur 40 

tahun, warga desa Mulya Jaya, dan bekerja sebagai buruh kebun, beliau 

menikah dengan bapak Joko (suami pertama) pada tahun 1994. Ibu  Sri 

tinggal di rumah bersama anaknya sementara Bapak Joko bekerja 

dipalembang. Bapak Joko mendengar kabar bahwa Ibu Sri selingkuh 

dengan Bapak Ucup. Akhirnya Bapak Joko memutuskan untuk 

menceraikan Ibu Sri pada tanggal 12 November 2015.  

Ibu Sri mengatakan bahwa pertemuannya dengan Bapak Ucup pada 

tanggal 30 November 2015 diketahui oleh anaknya di rumah beliau dalam 
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keadaan kosong, Kemudian anaknya memberitahukan kejadian tersebut 

kepada ayahnya. Tidak lama kemudian adik Bapak Joko bersama 

masyarakat datang menegur Ibu Sri untuk tidak bertemu Bapak Ucup di 

rumah dan masyarakat memberikan saran untuk menikah agar tidak 

berbuat zina
138

.  

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Yanto sebagai tokoh 

agama dan penghulu di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung 

Kabupaten Tulang Bawang Barat krisis ahklak yang dilakukan oleh Ibu Sri 

menunjukan nilai moral yang buruk dan tidak mencerminkan aspek agama 

dalam kehidupan sehari-harinya
139

. Dari kejadian tersebut beliau menjadi 

perbincangan oleh tetangga sementara Bapak Ucup selalu membantu 

keadaan perekonomian beliau yang kurang untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari
140

.  

Oleh karena itu, Bapak Ucup ingin segera menikahi Ibu Sri untuk 

membantu perekonomiannya. Akan tetapi beliau masih menjalani masa 

iddah pasca bercerai. Karena sudah menjadi perbincangan masyarakat 

bahwa Ibu Sri sering bertemu dengan Bapak Ucup di luar rumah. 

Kemudian Pihak keluarga Ibu Sri meminta kepada penghulu untuk 

menikahkan Ibu Sri.
141

  

Bapak Yanto sebagai tokoh agama dan penghulu di Desa Mulya 

Jaya menegaskan bahwa, beliau menolak dengan tegas karena Ibu Sri 
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dalam keadaan masa iddah. beliau sudah memberikan penjelasan tentang 

larangan masa iddah Ibu Sri
142

. Dikarenakan penghulu menolak akhirnya 

pihak keluarga membawa Ibu Sri ke kepala desa untuk meminta tolong 

dinikahkan, kemuadian kepala desa memerintahkan Muddin yang bernama 

Mbah Bona. Mbah bona menuruti apa yang di perintahkan oleh kepala 

desa. Sehingga Ibu Sri melakukan pernikahan dengan Bapak Ucup pada 

tanggal 20 Desember 2015 di desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung 

Kabupaten Tulang Bawang Barat dan tidak tercatat oleh KUA
143

.  

berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sarijan bahwa Ibu Sri 

melakukan pernikahan dalam masa iddah atas hawa naafsu sehingga 

melakukan perzinahan dengan Bapak Ucup hal itu di lakukan atas 

dorongan dalam diri sendiri. Bapak Sarijan mengakatan pendidikan yang 

diperoleh Ibu Sri yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga ilmu 

yang di peroleh Ibu Sri sangat rendah
144

.  

Adapun yang dilakukan oleh Mbah Bona sebagai Muddin di desa 

Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat  

untuk menikahkan perempuan dalam masa iddah, mbah bona mengatakan 

sering terjadinya perkawinan dalam masa iddah karena berzina dan kurang 

nya pengetahuan Agama. Saat menikahkan perempuan dalam masa iddah 
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Mbah Bona tidak memperhatikan akta cerai karena perceraian yang 

dilakukan dengan suami pertama di desa belum sampai kepengadilan
145

. 

Mbah Bona menegaskan bahwa beliau hanya di perintahkan oleh 

Bapak kepala desa karena keluarga dan masyarakat meminta kepada 

Bapak kepala desa untuk menikahkan perempuan dalam masa iddah 

tersebut. Dengan alasan untuk menutupi aibnya
146

.  

Hasil wawancara kepada bapak Yanto sebagai tokoh agam dan 

penghulu yang ada di desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung 

Kabupaten Tulang Bawang Barat menolak untuk menikahkan perempuan 

yang sudah berzina dan masih dalam keadaan masa iddah. Bapak Yanto 

sudah memberikan arahan kapada pelaku dan pihak keluarga tetapi ia 

masih tetap menginginkan pernikahan kedua tersebut karena sudah 

melakukan zina
147

. 

Sementara Mbah Bona tidak mengaku sudah berapa kali ia telah 

menikahkan perempuan dalam masa iddah
148

. Kondisi yang 

memprihatinkan disebabkan pada pasangan suami istri sebelumnya bahwa, 

keadaan kurang mampu dalam segi hal ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mereka dan faktor lingkungan masyarakat yang tidak 
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memperdulikan tentang kaidah hukum perkawinan dalam masa iddah
149

. 

Jadi mereka ditakutkan akan terlantarkan hidupnya. Pada kondisi tidak 

jelas, pasangan yang menikah ini tidak mengetahui hukum Islam secara 

keseluruhan, sehingga mereka menikah saja walaupun sebenarnya mereka 

masih dalam keadaaan beriddah. Pelaksanaan pernikahan dalam masa 

iddah tidak di lakukan di KUA (Kantor Urusan Agama) tetapi di rumah 

Mbah Bona dan di rumah pribadi. 

 

C. Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah di Desa Mulya Jaya Kec Gunung 

Agung, Kab Tulang Bawang Barat 

Realitas di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten 

Tulang Bawang Barat menunjukkan pelanggaran terhadap perkawinan dalam 

masa iddah. Pelanggaran perkawinan perempuan yang sedang masa iddah, 

baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati. Nikah masa iddah yaitu laki-

laki yang menikahi perempuan yang masih iddah baik karena perceraian 

ataupun kematian. Pernikahan ini batil hukumnya, yaitu hendaknya mereka 

berdua dipisahkan karena batalnya akad akan ketetapan mahar tetap bagi 

perempuan meski tidak bercampur dengannya. Diharamkan baginya menikah 

sehingga setelah habis masa iddahnya sebagai hukuman baginya
150

. 

Dalam perkawinan masa iddah terdapat faktor-faktor internal dan 

eksternal :  
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a. Faktor Internal  

1) Faktor Krisis Akhlak dan Keagamaan  

Faktor krisis akhlak ini menyangkut peran seseorang yang 

melakukan pelanggaran dalam perkawinan. Krisis keagamaan juga 

termasuk penyebab perkawinan dalam masa iddah. Sementara itu, 

Perempuan yang melakukan perkawinan dalam masa iddah telah 

melalaikan faktor keagamaan dan tanggung jawab untuk 

melaksanakan masa iddah.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yanto (nama 

samaran) sebagai tokoh agama dan penghulu di Desa Mulya Jaya 

Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat krisis 

akhlak merupakan masalah dalam diri Ibu Tatik dan Ibu Sri, yang 

akan menimbulkan tingkah laku dan perbuatan kurang baik. Krisis 

ahklak juga termasuk krisis keagamaan yang dilakukan dalam 

perkawinan masa iddah. Karena dalam kehidupan sehari-hari krisis 

ahklak merangkumi tingkah laku yang menimbulkan tidak adanya 

keyakinan agama dan perbuatan tidak bermoral seperti berkelakuan 

tidak sopan, ucapan yang tidak berkenan, perilaku Ibu Tatik dan Ibu 

Sri yang terkait bernilai buruk.
151

  

Krisis akhak adalah salah satu ciri seseorang yang tidak 

bermoral dalam setiap individunya. Meskipun perkawinan itu adalah 

hak setiap individu akan tetapi perkawinan dalam masa iddah 
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menyangkut nilai sosial dan agama. Masyarakat di Desa Mulya Jaya 

Kecamatan Gunug Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat 

menyarankan kepada Ibu Tatik dan Ibu Sri untuk segera menikah 

tetapi Ibu Tatik dan Ibu Sri masih melaksanakan masa iddah. Dengan 

ikut campurnya masyarakat tersebut Ibu Sri merasa malu sehingga 

beliau memohon kepada kepala desa untuk menikahkannya. 

Kemudian kepala desa menyarankan untuk menemui muddin agar 

muddin tersebut dapat menikahkannya sebagai pengganti 

penghulu
152

.  

Dengan demikian, faktor krisis akhlak  yang dimiliki Ibu Tatik 

dan Ibu Sri sebagai pelaku perkawinan dalam masa iddah tidak 

mempunyai budi pekerti yang baik, tidak mencerminkan aspek agama 

yang berkaitan dengan ibadah, moral dan pengalaman gaya hidup 

meliputi rohani, jasmani, dan emosi. Sehingga Ibu Sri melakukan 

perkawinan dalam masa iddah ini telah  merusak ahlak dalam 

perkawinan.  

 

2) Faktor Pendidikan  

Rendahnya pendidikan juga merupakan faktor terjadinya 

pernikahan dalam masa iddah. Disamping perekonomian yang 

kurang pendidikan seseorang yang rendah, akan membuat pola pikir 
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yang sempit
153

. Pendidikan pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan 

dari hidup dan kehidupan manusia sehari-hari. Suatu pendidikan  

yang berhubungan dengan interaksi individu dan anggota 

masyarakat, yang berkaitan pada perubahan, perkembangan, 

pengetahuaan, dan sikap. 

Faktor pendidikan ini merupakan salah satu faktor 

perkawinan dalam masa iddah. Karena pendidikan terakhir Ibu Tatik 

dan Ibu Sri (nama samaran) adalah SMP. Pendidikan yang rendah, 

akan membuat pola berfikir yang sempit sehingga hal ini yang 

mempengaruhi Ibu Sri dan Ibu Tatik untuk menikah dalam masa 

iddah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Tatik yang 

melakukan perkawinan dalam masa iddah karena tidak memikirkan 

apa yang seharusnya tidak boleh dilanggar dalam masa iddah dan 

tidak mengerti akan rukun dan syarat pernikahan sehingga beliau 

melakukan perkawinan dalam masa iddah
154

. Karena pendidikan 

yang didapat oleh Ibu Sri perempuan dalam masa iddah tersebut 

tidak bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Perkawinan dalam 

masa iddah disebabkan karena kurangnya pengetahuan dalam 

pendidikan yang sangat rendah. Oleh karena itu Ibu Sri melakukan 

perkawinan dalam masa iddah.  

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Sarijan sebagai 

kepala desa, beliau menegaskan bahwa tidak ada hubungannya 
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masalah pendidikan, beliau hanya melakukan tugasnya untuk 

melayani masyarakat dengan baik sebagaimana tugas kepala desa
155

.  

3) Faktor Dorongan Individu 

Faktor dorongan individu merupakan faktor yang timbul dari  

diri sendiri untuk melakukan perkawinan dalam masa iddah. Faktor 

dorongan individu ini merupakan salah satu faktor perkawinan 

dalam masa iddah. Tatik mengatakan bahwa saat melangsungkan 

perkawinan dalam masa iddah itu bukan kehendak orang lain tetapi 

atas diri sendiri yang sama-sama berkeinginan memiliki, sehingga 

dengan adanya  perkawinan dalam masa iddah ini Tatik memiliki 

kesempatan untuk hidup bersama. Dalam kondisinya yang sudah 

saling mencintai dan berkeinginan hidup bersama dengan melakukan 

perkawinan dalam masa iddah.
156

  

Sebelum menikah dalam masa iddah Bapak Yanto Sebagai 

tokoh agama dan penghulu sudah memberikan saran apabila 

keinginan Ibu Tatik untuk menikah dalam masa iddah tidak boleh 

dilaksanakan sebab Ibu Tatik akan melanggar larangan masa 

iddah
157

. Larangan dalam masa iddah tersebut tidak dihiraukan oleh 

Ibu Tatik karena keinginan nya itu sudah di campuri dengan hawa 
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nafsu. Oleh Karena itu Ibu Tatik memutuskan untuk mempercepat 

pernikahan dalam masa iddah.  

 

4) Faktor perzinahan  

Perzinahan akan mendapatkan dosa besar yang tidak akan 

diampuni apabila perempuan yang berbuat zina mengetahui 

hukumannya dan mengetahui ilmunya maka dia harus dirajam, 

sebagai penebus dosa tetapi belum menebus doa dan ilmunya.   

Perkawinan dalam masa iddah ini merupakan faktor perzinahan 

yang melanggar perkawinan. Hasil wawancara dengan Bapak  Yanto 

selaku tokoh agama dan penghulu di Desa Mulya Jaya Kecamatan 

Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat bahwa perzinahan 

merupakan hal sangat keji yang di lakukan oleh Ibu Tatik dan Ibu Sri. 

Saat Ibu Tatik dalam masa iddah melakukan perzinahan dengan laki-

laki lain dan Ibu Tatik sudah mengandung anak dari laki-laki tersebut. 

Kemuadian Ibu Tatik disarankan kepada masyarakat untuk menikah 

agar tidak melakukan perzinahan. Keluarga Ibu Tatik dan Kepala desa 

meminta kepada penghulu untuk menikahkan Ibu Tatik, tetapi 

penguhulu menolak dengan tegas untuk menikahkan Ibu Tatik dalam 

masa iddah. Oleh karena itu kepala desa meminta tolong kepada 

Mbah Bona agar menikahkan ibu Tatik karena sudah mengandung 
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anak dari laki-laki tersebut
158

. Begitupula dengan Ibu Sri yang 

melakukan perzinahan dirumahnya dan diketahui oleh anaknya 

sendiri sehingga Ibu Sri disarankan kepada masyarakat untuk 

melakukan pernikahan. Saat Ibu Sri melaksanakan masa iddah tetapi 

Ibu Sri melakukan perzinahan yang menjadikan perbincangan 

masyarakat setempat. Hal ini yang membuat Ibu Sri untuk melakukan  

perkawinan dalam masa iddah.  

Dari hasil wawancara di atas hal tersebut dilakukan karena 

hawa nafsu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah 

mempunyai hubungan dekat sehingga Ibu Tatik dan Ibu Sri 

melakukan perbuatan zina di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung 

Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.  

b. Faktor Eksternal  

1) Faktor lingkungan sosial  

Lingkungan sosial sangat penting bagi tumbuh kembang 

seseorang. Lingkungan sosial merupakan proses pembentukan social 

self (Pribadi dalam masyarakat) yaitu pribadi dalam keluarga,budaya 

dan bangsa
159

. Lingkungan sosial dianggap sebagai kontribusi 

terjadinya tekanan social terhadap pernikahan dalam masa iddah di 

Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. Perkawinan dalam masa iddah terjadi karena sebelum 
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perceraian dengan suami pertama adanya hubungan antara laki-laki 

lain dengan perempuan layaknya suami istri yang sah. Berkaitan 

dengan hal ini banyak hal yang secara langsung menjadi pendorong 

terjadinya pernikahan dalam masa iddah
160

.  

Dapat dipahami bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi pernikahan dalam masa iddah diantaranya adalah 

dalam kesadaran hukum, budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai-

nilai perilaku masyarakat dalam mematuhi atau mentaati aturan 

hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum 

yang berlaku. 

Yang membuat masyarakat tidak nyaman terhadap perilaku 

Tatik dan Sri di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung 

Kabupaten Tulang Bawang Barat saat melakukan perzinahan dalam 

masa iddah dengan laki-laki lain segera menyarankan untuk menikah. 

akan tetapi, banyak masyarakat tidak mengetahui batas dari masa 

iddah tersebut. Sehingga Ibu Tatik dan Ibu Sri melakukan pernikahan 

dalam masa iddah yang awalnya karena teguran dari masyarakat dan 

perbincangan masyarakat akhir Ibu Tatik dan Ibu Sri berkeinginan 

dalam diri sendiri untuk melekukan perkawinan dalam masa iddah.   
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2) Faktor Lemahnya Tingkat Kontrol Tokoh Agama   

Faktor lemahnya tingkat kontrol tokoh agama ini adalah salah 

satu faktor perkawinan dalam masa iddah. Yang dimaksud lemahnya 

tingkat kontrol tokoh agama yaitu kurangnya sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hukum perkawinan dan larang perkawinan. 

Meskipun sering mengadakan majelis taklim dan kegiatan-kegiatan 

keagamaan tetapi tidak menyinggung masalah perkawinan dan 

larangan perkawinan serta tenggang waktu hitungan masa iddah pasca 

perceraian. Dari hasil penelitian faktor penyebab perkawinan dalam 

masa iddah di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung 

Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain disebabkan karena faktor 

keagamaan dan krisis akhlak. Kurangnya pemahaman agama tentang 

rukun, syarat, hak dan kewajiban suami istri, membuat masyarakat 

tidak faham akan tujuan dari suatu perkawinan itu sendiri
161

.  

Masyarakat hanya memandang bahwa tujuan perkawinan 

semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa 

memperhatikan pada tujuan yang bersifat ibadah. Oleh karena itu, 

lemahnya tingkat kontrol tokoh agama dapat menyebabkan 

perkawinan dalam masa iddah.  

Dengan demikian, perkawinan dalam masa iddah ini dapat 

terjadi di manapun. Tetapi alangkah baiknya mereka sadar pernikahan 

dalam masa iddah ini adalah sebuah pelanggaran pernikahan bukan 
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sebagai jalan keluar dari permasalahan yang telah diperbuat, akan 

tetapi membuat masalah baru.  

Dari penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat 

pernikahan yang disebabkan tidak sempurnyanya rukun dan syarat sah 

nikah seperti pernikahan yang dilangsungkan pada masa iddah yang belum 

habis,maka hukumnya haram. Adapun langkah hukum yang diambil untuk 

membatalkan perkawinan ini menggunakan Kompilasi Hukum Islam pasal 

71 ayat c bahwa apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam 

iddah dan suami lain. Maka suatu perkawinan dapat diajukan permohonan 

pembatalan perkawinan menggunakan Kompilasi Hukum Islam pasal 73 

sebagai berikut:  

e. Para kelaurga dalam garis keturunan keatas dan kebawah dari suami 

atau istri, 

f. Suami atau istri, 

g. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan 

menurut Undang-Undang,  

h. Pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacad dalam 

rukun syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan-

peraturan peerundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 

67
162

.  

Kemudian ada sisa kewajiban iddah yang belum selesai untuk 

dilanjutkan oleh perempuan dalam masa iddah, dengan memperhatikan 
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kewajiban adabnya ketika iddah kembali berlangsung. Selanjutnya jika 

masa iddah-nya sudah berakhir, maka barulah perempuan tersebut bisa 

melangsungkan pernikahan dengan akad baru sesuai dengan tuntunan 

Agama dan Hukum Perkawinan di Indonesia.  



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam islam perempuan yang melaksanakan masa iddah di larang 

menikah. Karena para fuqaha sepakat keharaman meminang perempuan 

dalam masa iddah. Sementara, tenggang waktu masa iddah telah mulai 

berlaku sejak seorang suami telah mengucap talak dan harus diajalani tiga 

kali masa haid. Tujuan dalam masa iddah untuk melaksanakan perintah Allah 

SWT. Jika perempuan tersebut telah melakukan larangan dalam masa iddah, 

dengan menikah sebelum masa iddahnya selesai maka nikahnya dianggap 

batal menurut Kompilasi hukum Islam pasal 71 dan Undang-Undang 

perkawinan nomor 1 tahun 1974  pasal 22 serta dapat diajukan permohonan 

pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 73. Apabila 

ingin melanjutkan pernikahnnya maka melakukan akad yang baru yang sesuai 

dengan tujuan, rukun dan syarat perkawinan. baik sudah berhubungan badan 

dan sudah berjalan lama. Jika salah satu dari keduanya telah mengetahui akan 

adanya hukum dalam masa iddah, maka diberlakukan kepada had atas 

seorang yang berzina yaitu rajam dan jilid. Peristiwa yang dilakukan di Desa 

Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat 

belum sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam islam yang dilihat dari rukun 

dan syarat pernikahan tersebut. Hal ini disebabkan adanya 2 faktor 

perkawinan dalam masa iddah antara lain :  
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1. Faktor Internal dalam kondisi ekonomi yang rendah, faktor krisis ahlak 

dan keagamaan merangkumi tingkah laku yang menimbulkan tidak 

adanya keyakinan dan pebuatan tidak bermoral, faktor dorongan 

individu karena adanya kesempatan dalam diri sendiri, faktor kondisi 

pendidikan yang rendah, faktor perzinahan dengan hawa nafsu yang 

dilakukan oleh perempuan dalam masa iddah.  

2. Sedangkan faktor eksternal karena lingkungan sosial merupakan faktor 

masyarakat yang tidak nyaman, dan Faktor lemahnya tingkat kontrol 

tokoh agama terhadap sikap religius dalam masyarakat untuk kegiatan-

kegiatan keagamaan yang tidak menyinggung masalah perkawinan, 

perceraian dan masa iddah.  

Dan dengan demikian ada 2 yang dilanggar dalam perkawinan 

karena perkawinan zina dan perkawinan dalam masa iddah. Sehingga faktor 

yang dominan di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung  Kabupaten 

Tulang Bawang Barat yaitu faktor perzinahan dan faktor krisis akhlak. 

Faktor perzinahan dengan hawa nafsu yang dapat disebabkan karena krisis 

ahklak dan keagamaan yang merangkumi tingkah laku dan perbuatan tidak 

bermoral.  

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, peneliti mengemukakan kepada 

para pelaku dan penghulu (muddin) ada 2 hal yang melanggar dalam masa 

iddah : 
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1. Untuk perempuan yang melakukan zina dalam masa iddah hendaknya 

membatalkan perkawinannya dan melakukan akad yang baru dengan 

suami keduanya. Sehingga tujuan perkawinannya sesuai dengan rukun 

dan syarat perkawinan. Dan halal selamanya untuk perkawinan dengan 

ikatan lahir dan batin dalam suami istri untuk mewujudkan rumah 

tangga sakinah, mawadah wa rahmah. 

2. Untuk penghulu (muddin) yang menikahkan perempuan dalam masa 

iddah agar lebih memperhatikan lingkungan sosialnya dengan perilaku 

yang tidak semestinya dilakukan perkawinan dalam masa iddah, 

kemuadian tokoh agama di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung 

Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat hendak nya memberikan 

penyuluhan dan nasehat tentang perkawinan, perceraian dan masa iddah 

untuk diketahui masyarakat sehingga masyarakat mengetahui 

pentingnya masa iddah.    
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ALAT PENGUMPUL DATA (APD) 

FAKTOR-FAKTOR PEKAWINAN DALAM MASA IDDAH 

(Study Kasus di Desa Mulya Jaya Kec Gunung Agung, 

 Kab Tulang Bawang Barat) 

 

A. Wawancara 

Wawancara kepada pelaku : 

1. Kapan anda bercerai dengan suami sebelumnya ? 

2. Dimana anda bercerai di pengadilan atau tidak ? 

3. Kapan anda menikah lagi dengan suami kedua ?  

4. Setelah cerai pada pernikahan pertama, anda tinggal dimana ? 

 

5. Apa yang anda ketahui tentang masa iddah ? 

6. Mengapa anda tidak menunda perkawinan tersebut setelah masa iddah 

nya habis? 

7. Apakah anda tidak komunikasi kepada tokoh agama hukum sebelum 

menikah kedua ? kenapa ? 

8. Siapa yang menikahkan anda dalam perkawinan kedua ? 

9. Dimana anda melakukanperkawinan kedua ? 

10.  Ada catatan di KUA atau tidak ?  

Wawancara kepada penghulu : 

1. Menurut anda kenapa sering terjadi perempuan menikah masih dalam 

masa iddah? 
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2. Apakah dalam menikahkan, anda memperhatikan akta cerai 

seseorang? 

3. Sepengetahuan anda berapa orang yang menikah dalam masa iddah ? 

4. Biasanya, perempuan yang menikah kedua tidak diberikan penjelasan 

tentang hak nya mereka? 

5. Apakah anda pernah menikahkan perempuan dalam masa iddah ? 

6. Berapa kali anda menikahkan perempuan dalam masa iddah ? 

7. Mengapa anda tidak memberitahu kepada pelaku masih dalam masa 

iddah?  

8. Bagaimana alasan pelaku melakukan perkawinan dalam masa iddah? 

 

B. Dokumentasi 

1. Dokumentasi tempat perkawinan  

2. Dokumentasi wawancara 
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